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STRATEGI KEAMANAN ENERGI IRAN PASCA IMPLEMENTASI JOINT 
COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) PADA TAHUN 2016 
ABSTRAK 
Strategi keamanan energi merupakan artikulasi dari kepentingan nasional 
sebuah negara yang ingin pasokan atau permintaan energinya aman dari segala 
bentuk ancaman. Pada praktiknya, strategi keamanan energi oleh sebuah negara 
dipengaruhi oleh posisi negara tersebut dalam pasar energi internasional. Pada 14 
Juli 2015 Iran bersama dengan negara P5+1 menyepakti sebuah kerangka 
kerjasama nuklir setelah serangkaian sanksi internasional diberlakukan terhadap 
sektor energi Iran pada tahun 2012. Kerangka kerjasama tersebut selanjutnya di 
implementasikan pada 1 Januari 2016 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA). Setelah diimplementasikan, kerangka kerjasama tersebut 
resmi berjalan. Dalam kerangka kerjasama tersebut, memungkinkan Iran untuk 
dapat kembali ke pasar ekspor minyak bumi internaional. Namun kerangka 
kerjasama terebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pasar ekspor minyak 
bumi Iran setelah implementasi belum kembali seperti sebelum sanksi internasional 
diberlakukan. Kerjasama nukli tersebut juga mendapat pertentangan dari aktor-
aktor yang berada dalam birokrasi Iran. Penolakan tersebut muncul karena 
kebijakan tersebut dianggap menciderai prinsip resistance economi yang telah 
dibangun Iran selama sanksi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk dapat 
melihat bagaimana strategi keamanan energi Iran pasca implementasi Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2016. Konsep yang penulis 
gunakan yaitu Energy Security of Exporting Country dari Mason Willrich dengan 
mendeskripsikan strategi-strategi yang yang dilakukan Iran setelah kerjasama 
nuklir tersebut diberlakukan. 
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IRAN ENERGY’S SECURITY STRATEGY AFTER IMPLEMENTATION 
OF JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) IN 2016 
ABSTRACT 
Energy security strategy is an articulation of the national interests of a country 
that wants its energy supply or demand to be safe from all forms of threats. In 
practice, a country's energy security strategy is affected by the country's position in 
the international energy market. On July 14, 2015 Iran and the P5 + 1 agreed on a 
nuclear cooperation framework after a series of international sanctions were 
imposed on the Iranian energy sector in 2012. The cooperation framework was 
subsequently implemented on January 1, 2016 known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA). Once implemented, the cooperation framework is 
officially running. Within the framework of the collaboration, Iran will be able to 
return to the international petroleum export market. But the framework of 
cooperation does not work as expected. Iran's petroleum export market after 
implementation has not returned as before international sanctions were imposed. 
Collaborative cooperation also received opposition from actors in the Iranian 
bureaucracy. The rejection because the policy was considered to injure the principle 
of economic resistance that Iran had built during international sanctions. This study 
aims to be able to see how Iran's energy security strategy after the implementation 
of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2016. The author used 
Mason Willrich's Energy Security of Exporting Country by describing the strategies 
carried out by Iran after nuclear cooperation it was put into effect. 
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1.1. Latar Bealakng 
Dalam satu dekade terakhir, keamanan energi telah menjadi isu global dan 
kepentingan nasional utama dari banyak negara di dunia. Sumber energi seperti 
minyak bumi, batubara, dan gas alam tidak hanya dianggap sebagai komponen 
penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memiliki nilai strategis 
dalam kepentingan politik keamanan internasional.1 Namun, karakteristik sumber 
energi yang disebutkan diatas merupakan sumber energi fosil yang ketersediaannya 
dialam sangat terbatas. Sehingga usaha negara dalam menjamin keamanan pasokan 
energinya (security of supply) menjadi sangat krusial untuk dilakukan, khususnya 
bagi negara-negara industri maju dan negara berkembang yang bergantung terhadap 
pasokan sumber energi dari negara lain. 
Pada perkembangannya konsep keamanan energi tersebut menjadi semakin 
kompleks dan cenderung kontekstual atau bergantung terhadap keadaan dan posisi 
negara tersebut dalam pasar energi internasional. Permintaan energi yang tiba-tiba 
meningkat, kelebihan pasokan, atau penurunan permintaan energi akibat resesi juga 
dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan energi.2 Konsep keamanan energi 
yang seperti ini umumnya muncul di negara-negara eksportir energi seperti Arab 
Saudi, Kuwait, Azerbaizan, dan Rusia  yang bergantung terhadap permintaan energi 
(security of demand) sebagai sumber pendapatan nasional. 
                                                          
1 Athiqah Nur Alami dkk, Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi (Jakarta: LIPI 
Press, 2014), hal.105 
2 Arshie Ramadanie, “Evolusi Konsep Keamanan Energi” Jurnal Politik Internasional Vol.19 
No.2, 2017, hal.105 
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Menurut International Energy Charter dalam Energy Charter Conference 
tahun 2015, negara eksportir energi mendefinisikan keamanan energinya sebagai 
keadaan dimana aliran ekspor energi yang stabil dengan harga terjangkau dan dapat 
menjamin tidak hanya investasi energi baru tetapi juga pembanguanan ekonomi 
secara umum.3 Sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan energi negara eksportir 
bergantung sepenuhnya terhadap keamanan pasar energi negara tersebut, berbeda 
dengan keamanan energi negara importir yang bergantung terhadap pasokan energi 
yang disediakan oleh pasar energi internasinal. 
Berdasarkan pengertian tersebut, Iran menjadi salah satu negara yang sangat 
menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh perekonomian Iran yang dicirikan 
sebagai sistem ekonomi campuran dengan ketergantungan tinggi terhadap ekspor 
energi terutama minyak bumi. Menurut data Energy Information Administration 
(EIA), pada tahun 2011 Iran merupakan negara dengan sumber cadangan minyak 
bumi terbesar kedua di Organizaton of The Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
setelah Arab Saudi dengan estimasi cadangan minyak bumi yang mencapai 137 
milyar barel atau sekitar 9,3 persen total cadangan minyak dunia dan lebih dari 12 
persen total cadangan minyak bumi OPEC.4 Dengan memiliki sumber minyak bumi 
yang berlimpah tersebut turut menjadikan Iran sebagai salah satu negara produsen 
minyak bumi terbesar di dunia. Total produksi minyak bumi Iran mencapai 3,7 juta 
barel per hari atau sekitar 5 persen dari total produksi minyak bumi dunia.5 
                                                          
3 International Energy Charter, Interational Energy Security: Common Concept for Energy 
Producing, Consuming and Transit  Countries (Hague: Energy Charter Secertariat, 2015), hal.13 
4 Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Iran, 2011, hal.1 diakses dari 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=IRN pada 20 Mei 2018 
5 Ibid hal.3 
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Minyak bumi digunakan Iran sebagai komponen utama dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional, baik sebagai kebutuhan konsumsi energi domestik atau sebagai 
komoditas ekspor. Sebagai kebutuhan konsumsi energi domestik, minyak bumi 
bersama dengan gas alam berkontribusi terhadap hampir 98 persen dari keseluruhan 
konsumsi energi utama Iran.6 Sementara sebagai komoditas ekspor, minyak bumi 
merupakan komoditas ekspor utama Iran. Pada tahun 2011, total pendapatan ekspor 
minyak bumi berkontribusi terhadap lebih dari 80 persen total pendapatan ekspor 
dan 60 persen total pendapatan nasional.7 Hal ini menjadikan Iran sebagai negara 
yang sangat bergantung pada pendapatan ekspor minyak bumi. 
Grafik 1.1 Kontribusi Minyak Bumi Terhadap Perekonomia Iran 
 
   
 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Iran merupakan negara yang sangat 
bergantung terhadap minyak bumi sebagai komoditas ekspornya. Kontribusi sektor 
energi terutama minyak bumi terhadap keseluruhan pendapatan ekpor Iran dapat 
dikatakan sangat signifikan. Sejak tahun 1962, ekspor minyak bumi Iran konsisten 
                                                          
6 Ibid hal.8 
7 Ibid hal.10 
Sumber: Observatory of Economic Complexity 
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menyumbang lebih dari 74 persen total keseluruhan pendapatan ekspor.8 Pada tahun 
2005, sekitar 45 persen anggaran belanja negara dan lebih dari 25 persen Gross 
Domestic Product (GDP) Iran berasal dari pendapatan ekspor minyak bumi.9 Pada 
tahun 2008, pendapatan ekspor minyak bumi Iran meningkat mencapai 90 milyar 
dolar AS, dimana sekitar 80 persen keseluruhan pendapatan eskpor tersebut berasal 
dari ekspor minyak bumi. Bahkan pada tahun 2011, total pendapatan ekspor minyak 
bumi Iran naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 
145 milyar dolar AS, dimana pendapatan ekspor tersebut berkontribusi terhadap 60 
persen pendapatan nasional dan lebih dari 80 persen pendapatan ekspor.10 
 Di level domestik, pendapatan ekspor minyak bumi berkontribusi terhadap 
pembangunan infrastruktur Iran secara besar-besaran dan sebagai sumber utama 
anggararan belanja negara. Selain itu, peningkatan pendapatan ekspor minyak bumi 
Iran juga berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan investasi dalam negeri 
negara tersebut karena kegiatan perekonomian Iran yang sepenuhnya ditopang oleh 
pendapatan dari ekspor minyak bumi Iran.11 Sedangkan di level internasional, Iran 
secara aktif menggunakan minyak buminya untuk meningkatkan kredibilitas dan 
posisi tawar melalui dominasi pasar energi internasional di negara-negara importir 
utama minyak bumi Iran. Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan jumlah 
pembelian minyak bumi Iran dari negara importir utama minyak buminya pada 
tahun 2011. 
                                                          
8 Ibid hal.13 
9 Observatory of Economic Complexity, “What Does Iran Export?: 2011”, diakses dari 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/irn/#Exports pada tanggal 15 Oktober 2018 
10 Ibid 
11 Behdad Kiani dkk, “Examining the Hubert Peak of Iran’s Crude Oil: A System Dynamics 
Approach” European Journal of Scientific Research Vol.25 No.3, 2009, hal 438 
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Tabel 1.1 Pasar Minyak Bumi Iran Tahun 2011 
No. Negara/Blok Pembelian Tahun 2011 Persentase 
1. Uni Eropa 600.000 24% 
2. China 550.000 22% 
3. Jepang 325.000 13% 
4. India 320.000 12,8% 
5. Korea Selatan 220.000 8,8% 
6. Turki 200.000 8% 
7. 
Malaysia, Srilanka, dan 
Indonesia 
90.000 3,6% 
8. Afrika Selatan 80.000 3,2% 
9. Lainnya 110.000 4,4% 
10. Total (mbd) 2,5 juta barel/hari 100% 
 
Pada tabel diatas negara-negara Asia terutama China dan Uni Eropa 
merupakan pasar ekspor minyak bumi terbesar Iran. Dengan bergantungnya Iran 
terhadap permintaan minyak bumi dari kedua negara tersebut, menjadikan Iran 
dalam menjamin keamanan energinya adalah dengan menjaga akses pasar dan 
permintaan minyak bumi Iran secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang 
lama. Oleh karena itu, penting bagi Iran untuk menjaga hubungan baik dengan 
negara-negara importir energi tersebut. 
Sumber:  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 
6 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut sebagai negara pengeskpor minyak bumi, 
Iran sangat bergatung terhadap pasar energi yang disediakan oleh negara importir 
minyak buminya, tentunya bukan menjadi masalah jika Iran mampu untuk menjaga 
hubungan yang baik dengan negara importir energinya. Namun, pada kenyataannya 
hubungan diplomatis Iran di level internasional dengan komunitas internasional 
termasuk negara importir minyak bumi Iran cenderung konfliktual dan penuh akan 
kecurigaan. Padahal telah disebutkan sebelumnya bahwa hubungan internasional 
yang stabil antara negara eksportir dan importir energi merupakan salah satu tujuan 
utama keamanan energi Iran sebagai negara eksportir minyak bumi. 
 Aktivitas militer dan program pengembangan nuklir Iran merupakan alasan 
utama dibalik kecurigaan komunitas internasional karena dikhwatirkan digunakan 
sebagai senjata militer. Ketertarikan Iran terhadap teknologi nuklir dimulai pada 
tahun 1950, ketika Rezim Shah Iran menerima bantuan teknis Amerika Serikat (AS) 
di bawah program U.S. Atoms for Peace program. 12 Sementara bantuan ini berakhir 
ketika Revolusi Iran tahun 1979, Iran tetap menjalankan program pengembangan 
nuklirnya secara mandiri termasuk pengembangan teknologi nuklir yang menurut 
Iran ditujukan untuk keperluan sumber energi alternatif. 
Terlepas dari intesi program pengembangan nuklir Iran sebagai sumber 
energi dan bukan untuk senjata nuklir. Pada 14 Agustus 2002, ditemukan bukti yang 
menunjukan bahwa Iran telah melakukan kegiatan pengembangan senjata nuklir di 
dua fasilitas Nuklir Natas dan Arak.13 Komunitas Internasional kemudian menjadi 
                                                          
12 Nuclear Threat Initiative (NTI),”Iran : Nuclear,” diakses dari 
https://www.nti.org/learn/countries/iran/nuclear/  pada 28 Oktober 2018 




semakin curiga ketika Iran tidak memberikan akses kepada International Atomic 
Energy Agency (IAEA) sebuah lembaga supervisi nuklir internasional untuk 
melakukan inspeksi di fasilitas-fasilitas nuklir tersebut.14 Tindakan Iran ini oleh 
komunitas internasional kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk ketidakpatuhan 
terhadap perdamaian internasional dan menjadi alasan dibalik sejumlah sanksi 
internasional terhadap program pengembangan nuklir Iran 
Sanksi internasional terhadap Pemerintah Iran dimulai ketika AS pada Juli 
2010 mengadopsi resolusi 1929 Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK-
PBB) dengan mengesahkan Comprehensive Iran Sanction, Accountabillity, and 
Divestmen Act (CISADA) yang memperpanjang sanksi ekonomi AS terhadap Iran 
melalui sanksi tambahan terhadap negara dan perusahaan minyak internasional 
yang menjalin kerjasama di sektor perbankan dan energi Iran.15 Dalam prosesnya, 
kebijakan CISADA ini mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya seperti 
Kanada, Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang ikut membatasi akses Iran ke 
sistem perbankan dan keuangan internasional.16 Pada tahun 2012, Uni Eropa 
kemudian memberlakukan sanksinya sendiri dengan mengeluarkan embargo energi 
terhadap Iran.17 Embargo energi Uni Eropa ini ikut melengkapi sanksi internasional 
terhadap Iran dengan melarang negara-negara anggota Uni Eropa untuk melakukan 
kegiatan investasi di sektor energi dan impor minyak bumi dari Iran. 
                                                          
14 Foad Izadi, Hakimeh Saghaye dan Biria ,”A Discourse Analysis of Elite American Newspaper 
Editorials: The Case of Iran Nucleur Progam,” Journal of Communication Inquiry Vol.31 No.2, 
2007, hal.147 
15 Holman Fenwick Willan (HWF) , “Iran Sanctions: A Consultative Discussion With U.S. State 
Departement,” diakses dari http://www.hfw.com/CISADA-Iran-Sanctions pada 14 Oktober 2018 
16 Ibid 
17 Julian Borger, “EU agrees Iran Oil Embargo” diakses dari 
https://www.theguardian.com/world/2012/jan/04/eu-iran-oil-embargo-ban pada 4 Mei 2018 
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Pasca pemberlakuan sanksi internasional, jumlah ekspor minyak bumi Iran 
menurun secara drastis sebesar 1,5 juta barel per hari atau turun sebesar 39 persen 
dari ekspor rata-rata 2,5 juta barel per hari pada tahun 2011. Menurut data EIA, 
penurunan jumlah ekspor minyak bumi tersebut telah merugikan negara sebesar 5 
milyar dolar AS dalam sebulan.18 Di level domestik, sanksi telah mengakibatkan 
sejumlah pembatalan dan penundaan investasi di sektor produksi minyak bumi oleh 
beberapa perusahaan minyak internasional yang menyebabkan produksi minyak 
bumi Iran menurun secara drastis. Produksi minyak bumi Iran pada tahun 2013 
adalah sebesar 2,7 juta barel per hari atau lebih rendah dari produksi minyak bumi 
pada tahun 2011 yang mencapai 3,7 juta barel per hari.19  Sanksi internasional telah 
berhasil membuat Iran kehilangan sebagian pasar ekspor minyak buminya. 
Sanksi internsaional terhadap sektor perbankan dan energi Iran tentunya 
akan berdampak sangat besar terhadap pasar minyak bumi Iran. Melalui CISADA, 
AS akan memberikan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama di 
sektor energi Iran. Selain itu, AS juga memberlakukan sanksi terhadap Bank Sentral 
Iran dengan membatasi akses Pemerintah Iran ke sistem keuangan dan perbankan 
internasional.20 Penerapan sanksi tersebut sangat efektif dalam membendung 
ekspor Iran, yang tidak hanya mempengaruhi Uni Eropa untuk memberlakukan 
embargo energi tetapi juga importir Iran di Asia yang terpaksa membatasi impor 
minyak bumi dari Iran. 
                                                          
18 Energy Information Administration, “Sanction reduced Iran’s oil exports and revenues”, diakses 
dari https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=11011  pada 9 Oktober 2018 
19 Ibid 
20 U.S. Department of The Treasury, “Resource Center: Iran Sanction” diakses dari 










1. Uni Eropa 600.000 Diabaikan 
2. China 550.000 410.000 
3. Jepang 325.000 190.000 
4. India 320.000 190.000 
5. Korea Selatan 220.000 130.000 
6. Turki 200.000 120.000 
7. Asia Tenggra 90.000 Diabaikan 
8. Afrika Selatan 80.000 Diabaikan 
9. Lainnya  110.000 20.000 
10. Total (mbd) 2,5 juta barel/hari 1,06 juta barel/hari 
 
Penjatuhan sanksi internasional terhadap Iran, apalagi dilakukan oleh 
negara besar seperti AS dan Uni Eropa nyatanya telah berdampak sangat besar 
terhadap penurunan pasar minyak bumi Iran. Logika konvensional penjatuhan 
sanksi ekonomi terhadap sebuah negara adalah untuk meraih respon rasional dari 
negara target berdasarkan analisa untung rugi.21 Sehingga terkait dengan sanksi 
internasional, respon rasional dari Iran adalah dengan mau bernegosiasi terkait 
program pengembangan nuklirnya. 
                                                          
21 Nikolaj Werk, “Misunderstanding Rationality: The Failure of Sanctions against Iran,” diakses 
dari http://yalejournal.org/op-ed_post/misunderstanding-rationality-the- failure-of-sanctions-
against-iran/ pada 10 Desember 2018 
Sumber:  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 
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Pada 14 Juli 2015, Iran dan enam kekuatan ekonomi dunia yaitu China, 
Perancis, AS, Rusia, Inggris, dan Jerman (P5+1) mencapai sebuah kesepakatan 
nuklir bersejarah yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action atau 
JCPOA.22 Melalui kesepakatan nuklir ini, Iran setuju untuk membatasi program 
pengembangan nuklirnya dan memperbolehkan proses peninjauan nuklir Iran yang 
dilakukan oleh IAEA dan negara negara anggota.  
Kemudian pada 16 Januari 2016, IAEA menyatakan bahwa Iran telah 
melakukan langkah langkah strategis dalam memenuhi komitmen terkait program 
nuklirnya. Berdasarkan laporan dari IAEA, implementasi JCPOA secara resmi 
diberlakukan dan menjadi dasar dari pencabutan embargo energi Uni Eropa dan 
pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan minyak internasional dan 
negara yang menjalin kerjasama sektor energi dengan Iran. 23 
Berdasarkan hal tersebut maka implementasi JCPOA menjadi solusi bagi 
Iran untuk kembali aktif dalam pasar minyak bumi internasional. Pencabutan sanksi 
di sektor energi telah mendorong beberapa perusahaan minyak internasional untuk 
kembali bekerjasama di sektor energi Iran. Melalui pencabutan sanksi internasional, 
diharapkan pasar ekspor dan tingkat produksi minyak bumi Iran dapat kembali 
seperti sebelum sanksi internasional di berlakukan.24 Namun berdasarkan data yang 
didapatkan penulis, signifikansi implementasi JCPOA terhadap kembalinya pasar 
ekpor minyak bumi Iran tersebut ternyata masih jauh dari harapan.  
                                                          
22 Arms Control Associaton, “Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran,” diakses dari 
https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran pada 19 
Oktober 2018 
23 Ibid 
24 David Ramin Jalivand, Iranian Energy: A Comeback with Hurdles (The Oxford Institute for 
Energy Studies: Oxford Energy Comment, 2017), hal.3 
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Tabel 1.3. Pasar Ekspor Minyak Bumi Iran Pasca Implementasi JCPOA 








Uni Eropa 600.000 Diabaikan 96.000  
China 550.000 410.000 740.000 
Japan 325.000 190.000 0 
India 320.000 190.000 355.000 
Korea Selatan 230.000 130.000 0 
Turki 200.000 120.000 129.000 
Afrika Selatan 80.000 Diabaikan 0 
Malaysia, Srilanka, 
dan Indonesia) 
90.000 Diabaikan 0 
Taiwan 35.000 10.000 0 
Singapura 20.000 Diabaikan 0 
Syiria Diabaikan Diabaikan 97.000 
Lainnya (UAE dan 
Irak 
55.000 Diabaikan 150.000 
Total (mbd) 2,5 juta 
barel/hari 
1,06 juta barel/hari 1,57 juta barel/hari 
 
 
Sumber:  https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 
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Dari tabel diatas, ekspor minyak bumi Iran pada tahun 2016 turun drastis 
sebesar 40 persen jika dibandingkan dengan ekspor minyak bumi pada tahun 2011 
yang mencapai 2.5 juta barel per hari.25 Dengan menurunnya jumlah ekspor minyak 
bumi, maka posisi Iran sebagai negara eksportir minyak bumi terbesar kedua di 
OPEC setelah Arab Saudi merosot jauh ke posisi ke empat negara ekspor energi 
terbesar setelah Arab Saudi, Irak, UEA dan Kuwait.26 Pada tahun 2016, pendapatan 
ekspor minyak bumi Iran mencapai 41 milyar dolar AS, bahkan lebih sedikit dari 
pendapatan ekspor minyak bumi selama sanksi internasional tahun 2014 yang 
mencapai 53 milyar dolar AS.27 Hal ini menunjukan bahwa implementasi JCPOA 
pada tahun 2016, tidak kemudian mengembalikan pasar energi Iran seperti sebelum 
sanksi internasional diberlakukan. 
Selain pasar minyak bumi Iran yang belum kembali, implementasi JCPOA 
ternyata masih menyisahkan banyak sekali masalah dan hambatan. Hal ini berkaitan 
dengan ancaman pemberlakuan kembali sanksi AS terhadap sektor energi Iran. 
Pemerintah AS memang telah mencabut sanksi sekunder ysng menargetkan dan 
perusahaan di luar batas wilayah AS. Namun pencabutan sanksi tersebut hanya 
bersifat sementara dan dapat diadopsi kembali jika Iran melanggar komitmen 
pembatasan program nuklir yang telah disepakati. Selain itu sanksi utama berupa 
larangan kerjasama perusahaan dan individu dalam wilayah yuridiksi AS masih 
tetap diberlakukan. 
                                                          
25 Congressional Research Service (CRS), “ CSR Reports: Iran Sanctions” hal.23 diakses dari 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf pada 2 Desember 2018 
26 OPEC, “Annual Statistical Bulletin, 2017,” hal.56 diakses dari 
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_130
62017.pdf Pada 30 November 2018 
27 Ibid hal.20 
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Selain ancaman pemberlakuan kembali sanksi AS, potensi ketidakamanan 
energi Iran juga berasal dari pertentangan di level domsetik terkait keputusan Iran 
untuk kembali ke pasar minyak bumi Internasional melalui implementasi JCPOA. 
Presiden Hassan Rouhani yang cenderung moderat mengganggap kerjasama nuklir 
sebagai solusi pemulihan ekonomi Iran. Pemerintah meyakini bahwa isolasi selama 
sanksi internasional diberlakukan sebagai penyebab utama krisis energi.28 Namun 
di sisi lain kubu konservatif yang dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayotollah Ali 
Khomeni menganggap kerjasma nuklir melalui implementasi JCPOA tahun 2016 
dapat menjadi potensi ancaman terhadap kedaulatan energi Iran dan bertentangan 
dengan kebijakan resistance economy29 yang telah dibangun selama pemberlakuan 
sanksi internasional tahun 2012. 
Perbedaan perspektif tersebut pada dasarnya telah mempengaruhi semua 
pengambilan kebijakan Iran dalam semua sektor ekonomi, termasuk sektor energi. 
Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan sistem kontrak minyak bumi yang 
dilakukan oleh Iran. Dalam upaya mendapatkan investasi asing, pemerintah Iran 
kemudian menerapkan sistem kontrak yang dikenal sebagai sistem buy-back, yang 
memungkinkan individu dan perusahaan minyak asing melakukan investasi dalam 
ekplorasi dan pengembangan minyak bumi Iran.30 Di satu sisi, sistem kontrak ini 
menawarkan kerjasama antara Iran dengan perusahaan minyak internasional dalam 
proyek eksplorasi dan pengembangan minyak Iran. Namun sistem kontrak buyback 
                                                          
28 David Ramin Jalivand, Op.cit hal.4 
29 Resistance economy merupakan sebuah konsep yang dideklarasikan oleh Pemimpin Tertinggi 
Iran pada Juni 2012 sebagai strategi Iran dalam mengatasi krisis keamanan energi dengan 
menitikberatkan pada kemandirian negara dalam mengelola sektor energinya 
30 Pinsent Mason, “Iran: Oils & Gas Legal Issues,” diakses dari 
https://www.pinsentmasons.com/PDF/2016/iran-oil-and-gas-issues.pdf pada 30 November 2018 
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juga harus mempertimbangkan kekhawatiran kubu konservatif terkait keterlibatan 
perusahaan minyak internasional di sektor energi Iran. Sehingga, kebijakan yang 
dilakukan oleh Iran kemudian adalah dengan memastikan perusahaan minyak Iran 
untuk secara langsung terlibat dalam pengembangan sektor energi Iran bersama 
dengan perusahaan minyak internasionl 
Kebijakan ini oleh perusahaan minyak Internasional dianggap sebagai 
sebuah mekanisme yang tidak bersahabat dan cenderung merugikan. Akibatnya, 
sampai sejauh ini belum ada kontrak jangka panjang yang disepakati oleh Iran 
dengan perusahan minyak Internasional. Hal ini, berbanding terbalik dengan 
kompetitor eksportir minyak bumi di OPEC seperti Kuwait dan Arab Saudi yang 
telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan negara importirnya.31 Tanpa 
adanya investasi maka sulit bagi Iran untuk mengembangkan sektor produksinya. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, implementasi JCPOA tahun 
2016 ternyata tidak sepenuhnya mengembalikan pasar minyak bumi Iran yang 
menyebabkan posisi Iran sebagai negara pengekspor minyak bumi masih terancam 
dari sisi keamanan energinya. Usaha suatu negara dalam menjamin keamanan dan 
permintaan energinya sangat berkaitan dengan konsep keamanana energi negara 
pengeskpor. Sehingga signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
pemahaman mengenai strategi Iran dalam menjamin keamanan energinya. Penulis 
kemudian menggunakan judul “Strategi Keamanan Energi Iran Pasca Implementasi 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Pada Tahun 2016”. 
                                                          
31 Jennifer Gnana, “Kuwait to Reach Aggrement on shared oil field development with Iraq,” 
diakses dari https://www.thenational.ae/business/energy/kuwait-to-reach-agreement-on-shared-oil-
field-development-with-iraq-1.762802  pada 2 Mei 2018 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi Iran 
dalam menjamin keamanan energinya pasca pemberlakuan Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) pada Tahun 2016?” 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitan  
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menjelaskanapa saja potensi ancaman terhadap 
keamanan energi Iran pasca implementasi JCPOA tahun 2016. Tujuan penelitian 
ini selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana strategi keamanan energi Iran 
dalam menjamin keamanan energi dalam sudut pandangnya sebagai negara 
pengekspor sesuai dengan konsep keamanan energi Mason Willrich. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat akademik; menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang 
hubungan internasional mengenai bahasan isu-isu yang bertemakan energy 
security khususnya kebijakan Iran dalam mengatasi krisis keamanan energi 
berdasarkan konsep keamanan energi meskipun belum seberapa. Penelitian 
ini juga dapat menambah kajian mengenai studi kawasan Asia Barat maupun 
Timur Tengah, dalam studi Hubungan Internasional. Terutama mengenai 
dinamika konflik dan kerjasama terkait energi di kawasan tersebut. 
b. Manfaat praktis; membantu menjelaskan gambaran strategi yang biasa 
dilakukan oleh Negara pengekspor energi dalam mengatasi ketidakamanan 
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energinya. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus dapat 
diaplikasikan bagi Negara-negara yang bergantung terhadap energi sebagai 
salah satu komoditas ekspor. Beberapa Negara Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) yang berada di kawasan Timur Tengah, Asia 




















Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan memberikan pemarapan mengenai 
beberapa landasan utama yang digunakan penulis dalam sebuah sub-bab penelitian, 
antara lain studi terdahulu, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, kerangka 
pemikiran dan argumen utama. Studi terdahulu digunakan penulis sebagai rujukan 
dalam melihat keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan studi kasus yang ingin 
diteliti oleh penulis. Pada kerangka konseptual, penulis memaparkan definisi umum 
dari konsep-konsep yang akan digunakan dan pada operasionalisasi konsep, penulis 
akan menjelaskan secara lebih terperinci konsep tersebut dan mengelaborasikannya 
dengan logika pemikiran penulis pada kerangka pemikiran. Berdasarkan pemaparan 
kerangka pemikiran, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sementara dari penelitian 
yang dilakukan dalam bentuk argumen utama. 
2.1. Studi Terdahulu 
Dalam menentukan posisi dalam penelitian, penulis menggunakan tiga studi 
terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis 
namun memiliki perbedaan dalam penggunaan konsep penelitian. Studi terdahulu 
yang pertama adalah sebuah occasional paper yang ditulis oleh Scott Harold dan 
Alireza Nader dengan judul China and Iran: Economic, Political and Military 
Relations.1 Pada studi terdahulu yang pertama ini, Scott Harold dan Alireza Nader 
menjelaskan cukup lengkap terkait hubungan bilateral dalam beberapa aspek antara 
                                                          
1 Scott Harold dan Alireza Nader “China and Iran: Economic, Political, and Military Relations.” 
Ocasional Paper. Rand: Center for Middle East Public Policy. 2012, hal. Judul 
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China dan Iran. Berdasarkan hubungan bilateral tersebut, penulis melihat adanya 
urgensi permasalahan yang penulis temukan dan membantu menjelaskan hubungan 
bilateral tersebut sebagai sebuah strategi kedua negara dalam menghadapi dominasi 
Amerika Serikat (AS) di wilayah geostrategis. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Scott Harold dan Alireza Nader 
tersebut menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara China dan Iran merupakan 
bentuk ancaman terhadap kepentingan AS.2 Kepentingan AS yang dimaksud adalah 
terkait dengan upaya penjatuhan sanksi internasional terhadap aktifitas militer dan 
program pengembangan nuklir Iran melalui resolusi Dewan Keamanan PBB (DK-
PBB). 3 Hubungan yang dekat antara China dan Iran serta posisi strategis China 
sebagai anggota tetap DK-PBB menyulitkan Amerika Serikat dalam mencapai 
kepentingannya.  
Kemudian dalam penelitan ini juga dijelaskan mengenai kerjasama bilateral 
antara China dan Iran dalam beberapa aspek termasuk kerjasama bilateral dalam 
bidang energi. Penjelasan terkait kerjasama bidang energi ini menjadi dasar paling 
utama bagi penulis untuk dijadikan bahan penunjang dalam menganalisa fenomena 
yang diteliti penulis. Scott Harold dan Alireza Nader menuliskan bahwa kerjasama 
energi diantara kedua negara didasari oleh keberlimpahan sumber energi Iran dan 
kebutuhan konsumsi energi China yang terus meningkat tiap tahunnya.4 Bagi Iran, 
China merupakan salah satu negara importir minyak bumi terbesar bahkan setelah 
sanksi internasional diberlakukan 
                                                          
2 Ibid hal.Summary. 
3 Ibid. hal.1 
4 Ibid. hal.10 
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Kerjasama energi antara kedua negara pasca sanksi internasional dimulai 
dengan dibentuknya joint oil and gas committee untuk mempercepat kerjasama 
kedua negara dalam bidang energi. Selanjutnya pada tahun 2011, China dan Iran 
sepakat untuk menandatangani perjanjian ekspor energi senilai 20 milyar dolar AS 
dan nilai ekspor energi kedua negara telah mencapai lebih dari 100 milyar dolar AS 
pada tahun 2016.5 Kerjasama energi dengan China merupakan alternatif bagi Iran 
dalam mencari pasar ekspor energi ditengah krisis permintaan pasca pemberlakuan 
sanksi internasional terhadap sektor energinya. 
Kontribusi signifikan tulisan Scott Harold dan Alireza Nader adalah dengan 
memberikan gambaran pada penulis bahwa kerjasama bidang energi antara Iran dan 
China merupakan bentuk strategi keamanan energi Iran pasca pemberlakuan sanksi 
internasional. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu 
yang pertama terletak pada penggunaan konsep yang digunakan dan posisi penulis 
dalam meneliti sebuah fenomena. Posisi penulis terhadap penelitian yang dilakukan 
adalah untuk mengetahui apa saja strategi keamanan energi Iran pasca 
implementasi kerjasama nuklir tahun 2016, berbeda dengan posisi studi terdahulu 
yang berfokus pada kepentingan nasional China di Iran pasca sanksi international. 
Pada studi terdahulu kedua, penulis menggunakan sebuah tesis yang ditulis 
oleh Anni Roe dengan judul European Commision’s Antitrust Investigation against 
Gazprom: Implication for the Energy Security of Russia and the European Union.6 
Sesuai dengan judulnya, tesis ini berusaha menjelaskan investigasi yang dilakukan 
                                                          
5 Fars News Agency, “China Expects $40bln Trade Exchange with Iran in 2011,” diakses dari 
http://www.payvand.com/news/11/jul/1111.html pada 13 Desember 2018 
6 Anni Roe, “European Commision’s Antitrust Investigation against Gazprom: Implication for the 
Energy Security of Russia and the European Union”, Universitas of Oslo. 2013. hal.judul 
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oleh Komisi Eropa pada tahun 2012 sebagai respon dari masalah penetapan harga 
dan monopoli pasar gas alam yang dilakukan oleh Rusia serta dampaknya terhadap 
persepsi keamanan energi dari masing-masing negara.7 Pada studi terdahulu kedua 
dari penelitian yang dilakukan oleh Anni Roe, penulis menggunakan penjelasan 
terkait dengan bagaimana perbedaan persepsi terhadap ancaman keamanan energi 
tersebut ikut mempengaruhi strategi luar negeri kedua negara. 
Secara ringkas Anni Roe menjelaskan bahwa sebagai negara penghasil gas 
alam, Rusia melihat keamanan energinya semata mata sebagai amannya permintaan 
gas alam (security of demand) di pasar energi internasional berbeda dengan persepsi 
ancaman keamanan energi Uni Eropa sebagai negara pengguna energi yang melihat 
keamanan energinya sebagai amannya pasokan energi (security of supply) terutama 
pasokan gas alam dari Rusia.8 Sehingga dari pemaparan diatas didapat bahwa pola 
interaksi antara Rusia dan Uni Eropa merupakan hubungan interdependence yang 
saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 
Dalam menjelaskan hubungan ketergantungan tersebut, Anni Roe kemudian 
menggunakan teori complex interdependence milik Keohane dan Nye yang lebih 
cenderung pada konteks kerjasama ekonomi (soft power). Selanjutnya Anni Roe 
menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara interdependesi dengan soft power dari 
masing masing negara. Anni Roe melihat bahwa peningkatan kerjasama bidang 
energi antara Rusia dan Uni Eropa dapat membuat kedua negara saling bergantung 
antara satu dengan yang lain.9 
                                                          
7 Ibid, hal.1 
8 Ibid, hal.21 
9 Ibid, hal.23 
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Kontribusi signifikan dari penelitian Anni Roe adalah dengan memberikan 
pemahaman kepada penulis mengenai konsep keamanan energi dari sudut pandang 
negara pengekspor dan pengimpor energi. Akan tetapi tesis ini tidak menjelaskan 
secara terperinci pandangan Rusia dalam security of demand. Anni Roe cenderung 
fokus terhadap keamaan energi Uni Eropa sebagai negara importir energi dengan 
menggunakan konsep complex interdependency. Hal ini mendorong penulis untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai konsep keamanan energi dari sudut pandang negara 
pengekspor energi 
Studi terdahulu yang ketiga adalah sebuah laporan yang ditulis oleh Sara 
Vakshouri dengan judul Iran’s Energy Policy After the Nucleur Deal. Laporan ini 
cukup lengkap dalam menjelaskan mengenai perubahan kebijakan energi Iran pasca 
sanksi internasional dan perjanjian nuklir Iran tahun 2015.10 Dalam menjelaskan 
perubahan kebijakan energi tersebut, Sara Vakhshouri kemudian membahas secara 
lebih rinci mengenai sejarah industri energi Iran, termasuk konflik negara tersebut 
dengan komunitas international mengenai sumber daya energinya. 
Secara ringkas dalam penelitian ini, Sara Vakshouri menjelaskan bahwa 
setelah sanksi internasional terdapat perubahan kebijakan energi dimana gas alam 
mulai dimasukan kedalam strategi kebijakan energi nasional Iran.11 Pengembangan 
pasar gas alam dianggap dapat menjadi salah satu potensi strategi ditengah krisis 
pembatasan ekpsor minyak bumi. Gas alam dan minyak bumi dianggap sebagai alat 
diplomatis penting selain sebagai kebutuhan konsumsi dan komoditas ekspor. 
                                                          
10 Sara Vakhshouri “Iran Energy Policy After Nucleur Deal.” Atlantic Council: Global Energy 
Center. 2015, hal.1 
11 Ibid, hal. 3 
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Kemudian dalam menjelaskan strategi Iran setelah kerjasama nuklir pada 
tahun 2015, Sara Vakhsouri menawarkan beberapa kebijakan strategis berdasarkan 
sektor dan sumber energi yang ditujukan untuk mendapatkan kembali pasar ekspor 
energinya yang hilang setelah sanksi internasional diberlakukan. Beberapa strategi 
tersebut diantara adalah dengan meningkatkan pasar energi Iran dan merubah 
kebijakan sistem kontrak investasi. 12 
Kontribusi signifikan tulisan Sara Vakhsouri ini adalah dengan memberikan 
gambaran mengenai operasionalissi konsep keamanan energi yang dilakukan Iran 
sebagai negara pengekspor energi. Namun studi terdahulu ini tidak secara terperinci 
menjelaskan strategi strategi tersebut. Sara Vakhsouri hanya menjelaskan strategi 
keamanan energi Iran secara umum. Hal ini lah yang membedakan penelitan 
penulis dengan penelitian terdahulu, dimana penulis berusaha untuk 
mendeskripsikan lebih jauh mengenai strategi keamanan energi Iran sebagai negara 
eksportir minyak bumi setelah implemntasi JCPOA pada tahun 2016.    
2.2. Kerangka Konseptual 
Dalam menganalisa strategi Iran dalam menjamin keamanan energi sebagai 
negara eksportir, penulis akan menggunakan konsep keamanan energi milik Mason 
Willrich. Namun sebelum masuk pada penjelasan konsep keamanan energi milik 
Mason Willrich tersebut, terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep keamanan 
energi dari berbagai pengertian dan sudut pandang yang berbeda. Hal ini berguna 
untuk membantu penulis dalam mendapatkan konsep keamanan energi yang ideal 
sebelum memutuskan menggunakan konsep milik Mason Willrich tersebut. 
                                                          
12 Ibid. hal 19 
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2.2.1. Konsep Strategi Keamanan Energi 
Tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman modern saat ini energi merupakan 
salah satu kebutuhan dasar bagi setiap negara. Energi menjadi hal yang penting bagi 
keberlangsungan hidup suatu negara karena ketersediaan energi dan perkembangan 
ekonomi memiliki hubungan yang erat. Sumber energi digunakan negara sebagai 
kebutuhan konsumsi nasional sekaligus komoditas pasar internasional membuatnya 
memiliki peran strategis dalam perumusan keamanan nasional dan kebijakan politik 
luar negeri negeri suatu negara. Hal ini sesuai dengan padanganga Daniel Yergin 
dalam Energy Security in the 1990’s yang menyatakan bahwa sumber energi dapat 
digunakan negara sebagai instrumen kebijakan luar negeri dalam mempengaruhi 
perilaku negara konsumen dengan cara-cara yang tidak membahayakan tujuan dan 
nilail nasional.13 Sehingga tindakan negara dalam rangka pengamanan sektor energi 
menjadi sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan keamanan nasional dan 
agenda kebijakan politik luar negeri 
Terlepas dari pentingnya sumber energi bagi sebuah negara, sampai saat ini 
keamanan energi dianggap sebagai sebuah konsep yang cenderung kentekstual atau 
memiliki pengertian yang berbeda tergantung posisi negara tersebut dalam pasar 
energi internasional. International Energy Agency (IEA) mendefiniskan keamanan 
energi sebagai kondisi dimana ketersedian pasokan energi tanpa adanya gangunan 
dan dengan harga yang terjangkau.14 Senada dengan IEA, European Commission 
(EC) juga mendeskripsikan keamanan energi yang hampir serupa yaitu keamanan 
                                                          
13 Daniel Yergin, “Energy security in the 1990s”, Foreign Affairs Journal Vol. 67 No. 1, Council 
On Foreign Relationshal, hal.111 
14 International Energy Agency, “What is Energy Security” diakses dari 
https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/ pada 16 Desember 2018 
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energi sebagai tidak terganggu pasokan energi di pasar energi internasional dengan 
harga yang terjangkau bagi setiap negara Uni Eropa.15 Sehinga dapat dirumuskan 
dua dimensi utama dari keamanan energi menurut IEA dan EC yaitu dimensi fisik 
dari ketersedian, keandalan dan ketercukupan sumber energi dan dimensi harga dari 
keterjangkauan harga di pasar energi internasional. 
Asia Pacific Energy Research Center (APERC) mendefinisikan keamanan 
energi sebagai kemampuan ekonomi untuk menjamin ketersedian pasokan sumber 
energi secara berkelanjutan dengan harga energi berada pada tingkat yang tidak 
mempengaruhi kinerja ekonomi secara negatif.16 Keamanan energi dalam definisi 
diatas mulai menambahkan pentingnya dimensi availability dimana negara akan 
berusaha menjaga pasokan energinya secara terus menerus, sehingga sumber energi 
tersebut dapat digunakan secara lebih lama. 
Kemudian Violda dalam bukunya Evaluating Energy Security in the Asia 
Pacific Region: A Novel Methodological Approach turut memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam definisi keamanan energi. Vivolda menyatakan bahwa keamanan 
energi adalah ketersediaan pasokan energi yang cukup di lapisan masyarakat untuk 
menjamin kesejahteraan mereka.17 Konsep keamanan energi dari Vivolda mulai 
memasukan konsep human security dalam definisi keamanan energi. Vivolda 
melihat bahwa pembuatan kebijakan energi seringkali memberikan dampak 
negative terhadap masyarakat disekitarnya. 
                                                          
15 European Commission,”Toward a European Strategy for the Security of Energy Supply” diakses 
dari https://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/sites/remea/files/green_paper_energy_supply_en.pdf  pada 
12 Desember 20 
16 Asia Pacific Energy Research Center, “A Quest For Energy Security In The 21st Century: 
Resources and Constraints” 2007, hal.6 
17 Arshie Ramadanie, Op. Cit, hal.103 
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Dari beberapa definisi diatas, penulis melihat masih terdapat kecenderungan 
peneliti untuk melihat konsep keamanan energi dari sisi negara pengimpor. Karena 
terdapat kata ketersediaan pasokan energi yang merupakan tujuan utama dari 
negara pengimpor energi karena sumber energi domestik yang tidak mencukupi. 
Selain itu juga terdapat kata harga yang terjangkau yang juga merupakan tujuan 
dari impor pasokan energi, hal ini berbeda berbeda dengan tujuan negara 
pengekspor energi yang menginginkan harga tinggi dari pendapatan ekspor energi.  
Sehingga penulis kemudian berinisiatif untuk menggunakan sebuah konsep 
keamanan energi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
yaitu keamanan energi milik Mason Willrich yang mendefinisikan keamanan energi 
berdasarkan klasifikasi posisi negara dalam pasar energi internasoinal, yaitu dari 
sudut pandang negara importir energi dan negara ekspotir energi.18 Dari klasifikasi 
posisi negara tersebut akan memberikan kemudahan dalam memahami pengertian 
keamaanan energi oleh Mason Willrich. 
Bagi negara importir, keamanan energi difokuskan pada keamanan pasokan 
energi (security of supply) dan akses terhadap sumber energi (access to resources). 
Hal ini berarti keamanan energi negara pengimpor bergantung pada pasokan energi 
negara lain, sehingga ancaman keamanan energi dipengaruhi oleh pasokan energi 
yang ada.19 Lebih lanjut, Willrich menjelaskan keamanan energi dari sudut pandang 
negara importir dalam tiga konsep utama. Konsep yang pertama, mendefinisikan 
keamanan energi sebagai jaminan pada ketersediaan pasokan energi untuk menjaga 
                                                          
18 Mason Willrich, Energy and World Politics (New York: The Free Press, 1975), hal.66 
19 Ibid hal.67 
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stabilitas negara selama perang. Kemudian dalam konsep kedua, keamanan energi 
didefinisikan sebagai jaminan pasokan energi yang cukup untuk menjaga ekonomi 
negara pada tingkatan normal. Selanjutnya dalam konsep yang terakhir, keamanan 
energi didefinisikan sebagai jaminan terhadap ketersediaan pasokan energi yang 
tercukupi dan menungkinkan pertumbuhan perekonomian melalui tindakan politis. 
Sehingga keamanan energi dari sudut pandang negara importir berkaitan dengan 
pasokan energi negara lain sebagai kebutuhan ekonomi nasional.20 
Berdasarkan tiga konsep keamanan energi dari sudut pandang pengimpor 
tersebut, Willrich kemudian memberikan beberapa strategi yang dikelompokan 
sesuai dengan jumlah kepemilikan sumber energi.21 Negara dengan kepemilikan 
sumber energi akan melakukan dua strategi dalam mencapai keamanana energinya 
yaitu dengan meningkatkan produksi sumber energi yang ada (self-sufficiency) atau 
dengan menguatkan jaminan terhadap pasokan energi asing. Sedangkan negara 
yang tidak memiliki sumber energi domestik atau sangat sedikit kepemilikannya 
terhadap sumber energi hanya memiliki satu strategi untuk mencapai keamanan 
energinya yaitu dengan memperkuat jaminan pasokan energi.22 
Selanjutnya berdasarkan dua strategi yang ada, Mason Willrich kemudian 
mengelompokan beberapa tindakan yang dapat dilakukan negara importir energi 
yang sesuai dengan ancaman keamanan energi, yaitu dengan menghemat konsumsi 
energi dalam negerinya (Rationing Plans), menimbun sejumlah sumber energi yang 
ada (Stockpilling), mencari alternatif sumber pasokan energi baru (Diversification), 
                                                          
20 Ibid hal.68 
21 Ibid hal.68 
22 Ibid hal 69 
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menyeimbangkan hubungan saling ketergantungan dengan negara eksportir energi 
(Interdependence),  dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan produksi energi 
domestik bagi negara importir energi dengan ketersedian sumber energi.23 
Tabel 2.1. Konsep Strategi Keamanan Energi Negara Importir 
Dengan Kepemilikan Sumber Energi 
Domestik 
Tanpa Kepemilikan Sumber Energi 
Domestik 









1. Rationing Plalns dan 
Stockpilling untuk 
mengurangi kerusakan 
yang terjadi pada 
pasokan asing 
2. Diversification dan 
Interdependence untuk 
memperkuat jaminan 
terhadap pasokan energi 
asing 
3. Self-suffieciency untuk 
meningkatkan produksi 













                                                          
23 Ibid hal.70-88 
Sumber:  Konsep Strategi Keamanan Energi Mason Willrich 
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 Dari tindakan-tindakan yang dijelaskan oleh Willrich diatas, negara dengan 
sumber energi domestik akan melakukan tindakan rationing plans, stockpiling, dan 
self-sufficiency dalam mengatasi potensi ancaman keamanan energi dari dalam 
negara. Sedangkan untuk mengatasi potensi ancaman keamanan energi dari luar, 
negara akan melakukan strategi memperkuat jaminan pasokan energi asing yang 
dilakukan melalui tindakan diversification dan menjalin hubungan interdependence 
atau hubungan saling bergantung dengan negara eksportir energinya.24 Kemudian 
negara importir energi tanpa sumber energi domestik atau dengan sumber energi 
yang sedikit hanya dapat mengatasi potensi ancaman keamanan energinya dengan 
memperkuat jaminan pasokan sumber energi asing. 
 Selain dari sudut pandang negara importir, konsep keamanan energi milik 
Mason Willrich juga mendefinisikan keamanan energi dari sudut pandang negara 
eksportir. Dalam perspektif negara eksportir energi, konsep keamanan energi pada 
dasarnya berkebalikan dengan konsep keamanan energi negara importir. Fokus 
utama keamanan energi negara eksportir adalah keamanan pada akses pasar (access 
to markets) dan permintaan energi (security of demand).25 Sehingga upaya negara 
eksportir energi dalam rangka mengamankan keamananan energinya berkaitan erat 
dengan keamanan sumber energinya sendiri. Lebih lanjut, negara eksportir energi 
melihat keamanan energi dalam beberapa konsep utama. Konsep keamanan energi 
yang pertama melihat keamanan energi negara eksportir sebagai kepemilikan penuh 
negara atas sumber energinya tanpa adanya campur tangan perusahaan asing dalam 
                                                          
24 Ibid hal.65 
25 Ibid hal.94 
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pembuatan kebijakan energi dalam negeri (sovereignty over natural resources).26 
Hal ini ditunjukan agar kebijakan yang dihasilkan sepenuhnya merupakan hasil dari 
keputusan nasional dan bukan atas pengaruh dari negara lain. 
Selanjutnya konsep keamanan energi negara eksportir juga harus menjamin 
keamanan akses pasar luar negeri (guaranted access to foreign market).27 Karena 
akan percuma jika memiliki sumber energi yang berlimpah, namun tidak memiliki 
akses terhadap pasar energi untuk memasarkan energinya sebagai komoditas ekspor 
internasional. Selain itu, keamanan energi negara eksportir juga berkaitan dengan 
keamanan finansial ataas pendapatan yang diperoleh negara dari hasil penjualan 
sumber energi sebagai komoditas ekspor internasional (financial security for the 
investments made with exports earnings).28 Pendapatan dari ekspor energi tersebut 
dapat digunakan negara dalam menjamin pertumbuhan ekonominya melalui 
invesati di sektor energi. Selanjutnya konsep keamanan nergara eksportir tersebut 
akan dijelaskan sebagai berikut; 
1. Sovereignty over Natural Resources (edaulatan atas sumber daya alam) 
Berdasarkan Energy and World Politics oleh Mason Willrich, kedaulatan 
atas energi dijadikan sebagai landasan paling mendasar dalam keamanan energi 
negara ekesportir karena energi merupakan komponen utama dalam perekonomian 
sehingga berkaitan juga dengan keamanan nasional negara. Apabila merujuk pada 
energi, maka yang dimaksud dengan kedaulatan sumber daya alam ini adalah juga 
berkaitan dengan kemandirian energi dengan posisi sebagai negara pengekspor 
                                                          
26 Ibid hal.96 
27 Ibid hal.96 
28 Ibid hal.97 
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maka perlu dijelaskan jenis energi yang spesifik yang akan dijadikan komoditas 
ekspor.29 Menjamin keamanan energi merupakan wujud dari menjaga keamanan 
nasional yang terintegrasi dengan kadaulatan energi negaranya sendiri. Oleh karena 
itu, Willrich menyebutkan bahwa kedaulatan energi yang dimaksud juga memiliki 
pengertian ganda. 
Pada pengertian yang pertama, negara eksportir harus dapat melawan 
intervensi militer asing dalam kontrol sumber energi dapat dipahami sebagai tidak 
adanya intervensi asing yang mengontrol posisi strategis sumber energi negara 
eksportir. Maksud dari intervensi asing disini dibatasi dari intervensi militer, karena 
intervensi militer sendiri digunakan saat embargo minyak dunia yang dilakukan 
oleh negara negara OPEC di Timur Tengah pada tahun 1970.30 Pengertian yang 
pertama ini juga dapat dipahami sebagai strategi yang dilakukan oleh negara 
eksportir dalam mengamankan sumber energi negara tersebut. Sehingga perlu 
diidentifikasi adalah tindakan dari negara pengekspor tersebut. Hal ini dilakukan 
mengingat energi menjadi komoditas utama, sehingga negara pengekspor perlu 
juga biaya untuk menjamin ketersediaan energi tersebut hingga masa yang akan 
datang.   
Pengertian yang kedua yaitu terbatasnya campur tangan asing dalam 
pembuatan kebijakan nasional mengenai eksplorasi sumber energi negara eksportir. 
Bisa diartikan sebagai negara-negara yang mencoba untuk terlibat dalam 
pengambilan kebijakan sektor energi Iran. Dalam pengertian Willrich, terbebasnya 
                                                          
29 Ibid hal.98 
30 Ibid hal.99 
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campur tangan pihak asing dalam pengelolaan energi dapat diartikan sebagai 
kepemilikan penuh pengelolaan energi oleh negara tanpa banyak campur tangan 
perusahaan asing.31 Hal ini ditunjukan agar kebijakan yang dihasilkan dalam ekspor 
energi merupakan hasil dari keputusan nasional, bukan atas dasar dikte asing. 
2. Guaranted Access to Foreign Market (Jaminan Akses ke Pasar Luar Negeri) 
Melihat keamanan energi pengekspor tidak cukup dengan melihat dari 
kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, sehingga perlu dilihat secara lebih 
luas lagi. Karena percuma apabila memiliki sumber daya alam yang melimpah, 
namun tidak memiliki pasar sebagai wadah untuk memasarkan komoditas tersebut. 
Menurut Mason Willrich negara dengan bahan mentah yaitu negara eksportir secara 
tradisional akan bergantung pada negara dnegan pasar yang besar dan memiliki 
kemampuan manufaktur.32 Hal ini menunjukan pentingnya akses pasar bagi negara 
eksportir energi karena berkaitan dengan kemampuan negara eksportir energi untuk 
memasarkan ekspor energi sebegai sumber pendapatan nasional. 
Dalam konteks ini ekspor-impor, maka pasar yang dimaksud adalah pasar 
energi internsaional. Negara pengekspor membutuhkan pasar yang diciptakan oleh 
negara importir untuk memastikan komoditas energi yang dimiliki dapat 
menghasilkan pendapatan yang nantinya akan digunakan sebagai komponen 
pertumbuhan ekonomi negara.33 Dengan ini memungkinkan adanya negosiasi 
antara negara eksporter dan importer sehingga bisa saling menguntungkan satu 
sama lain. Berdasarkan hal tersebut maka yang perlu untuk diidentifikasi adalah 
                                                          
31 Ibid. hal.100 
32 Ibid. hal.101 
33 Ibid. hal.102 
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akses energi negara pengekspor ke pasar energi dengan negara pengimpor yang 
dimana didalamnya terdapat kerjasama yang terdapat negosiasi kerjasama saling 
menguntungkan.  Bagi negara pengekspor, akses pasar yang terjamin adalah dengan 
adanya perjanjian kerjasama seperti kontrak suplai jangka panjang. Hal ini 
ditunjukan agar negara pengekspor mendapat hasil sesuai jangka waktu yang lama 
yang dapat dialokasikan untuk kepentingan negara pengekspor. 34 
3. Financial Security for The Investments Made with Exports Earnings 
Mendapatkan pendapatan sumber energi yang diekspor merupakan tujuan 
umum setiap negara pengekspor. Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa 
dimulai dari kedaulatan atas energi yang dimiliki, negara pengekspor dapat 
menggunakan energi untuk kebutuhan ekspor dan dijual ke pasar luar negeri, 
sehingga mendapat pendapatan yang dialokasikan untuk kebutuhan negara. 
Sehingga, tidak hanya kedaulatan atas sumber daya dan akses ke pasar luar negeri, 
Willrich menambahkan bahwa perlunya menjamin sumber pendapatan yang 
diperoleh negara pengekspor seperti yang dipaparkan sebagai berikut.35 
Nevertheless, energy resources below ground are a precious national 
heritage. Onceextracted, that heritage can easily be lost by an improvident 
government or eroded by inflation. Thus exporting country may be seriously 
concerned about preserving the value investment made with oil earnings.36 
Berdasarkan pernyataan Willrich diatas terdapat kata inflansi, yang secara 
tidak langsung mengarahkan negara pengekspor untuk mempertahankan nilai atas 
energi yang diperoleh dari pendapatan ekspor karena energi yang telah diekstrak 
                                                          





menjadi suatu komoditas ekspor rawan ketidakstabilan harga yang dapat 
menyebabkan inflansi. Sehingga perlu diidentifikasi dalam konsep ini adalah 
pendapatan atau keuntungan yang diperoleh negara pengekspor dari ekspor energi 
serta alokasi pendapatan terhadap investasi energi Iran, baik investasi dalam negeri 
maupun investasi luar negeri.37 
Berdasarkan tiga konsep keamanan energi tersebut, Willrich memaparkan 
setidaknya terdapat dua strategi yang dapat dilakukan negara eksportir energi dalam 
menjamin keamanan energi dengan negara importir, yaitu dengan membuat negara 
pengimpor bergantung secara fundamental pada energi yang diekspor dan dengan 
menyeimbangkan hubungan interdependensi ekspor-impor energi dengan negara 
pengimpor.38 Negara eksportir energi harus memiliki posisi kekuatan yang mampu 
membuat negara importir energi bergantung dan tidak memiliki pilihan lain selain 









                                                          
37 Ibid. hal.95 
38 Ibid hal.97 
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Tabel 2.2. Konsep Strategi Keamanan Energi Negara Eksportir 
Konsep Strategi Negara Eksportir 
Strategi Tindakan 
Membuat negara importir 
bergantung secara fundamental 
terhadap ekspor negara eksportir 
1. Membebaskan diri dari pengaruh 
intervensi asing 
2. Memiliki akses ke pasar energi 
internasional 
Mengembangkan hubungan 
interdependesi dengan negara 
importir energinta 
1. Interdependence, hubungan saling 
bergantung antara satu dan yang lain 
2. Adanya alternative pasar ekspor 
 
2.3. Operasiaonalisasi Konsep 
Dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah konsep keamanan 
energi dari Mason Willrich yang terdiri dari sub-konsep, yaitu konsep keamanan 
energi bagi negara pengekspor dan strategi keamanan energi negara pengimpor. 
Dalam penelitian ini, konsep keamanan energi pengekspor penulis gunakan untuk 
melihat dinamika Iran sebagai negara eksportir energi. Dimana dalam konteks Iran 
yang sangat mengandalkan ekspor energi bagi perekonomiannya, akan tetapi sanksi 
internasional terhadap sektor energi Iran telah memberikan kesulitan dalam akses 
menjangkau pasar energi yang lebih luas lagi. Sehingga membutuhkan strategi 
keamanan energi dalam menjaga stabilitas keamanan permintaaan energi dari 
negara importir energinya. 
Sumber:  Konsep Strategi Keamanan Energi Mason Willrich 
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Penting juga untuk mengidentifikasi aktor yang berperan sebagai 
pengekspor maupun pengimpor Iran. Sesuai dengan penelitian ini, negara yang 
menjadi pengekspor adalah Iran, sedangkan negara-negara seperti China (yang 
menjadi pasar potensial energi Iran), Uni Eropa, Jepang, India, dan Korea Selatan 
sebagai negara-negara pengimpor.  
1. Membuat Negara Pengimpor Bergantung Pada Minyak Iran 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membuat negara 
pengimpor tergantung secara fundamental adalah negara pengekspor harus dalam 
posisi yang unusual strength dari energi yang dimiliki. Untuk mengidentifikasi 
mengenai jumlah kepemilikan, jumlah produksi serta jumlah konsusmsi energi 
dominan minyak bumi yang dimiliki oleh Iran. Dimana setelah kerjasama dengan 
beberapa negara setelah kerjasama nuklir tahun 2016, menjadi awal kenaikan 
produksi dan ekspor minyak bumi Iran.  
Selanjutnya penulis mengidentifikasikan tindakan Iran dalam menjadikan 
minyak buminya sebagai sumber kekuatan politiknya atas negara-negara 
pengimpornya. Termasuk negara-negara berbatasan langsung yang juga negara 
importir Iran menuju pasar yang lebih luas. Kekuatan politik disini adalah 
kemampuan Iran mempengaruhi dan memberikan dampak pada tindakan negara-
negara tadi baik di bidang energi maupun bidang lainnya. Bukan kerjasama antar 
negara saja, tapi kerjasama antar perusahaan energi seperti NIOC sebagai 
perusahaan energi minyak dan gas terbesar Iran dengan perusahaan-perusahaan 
negara lain juga menjadi bahasan. 
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Selanjutnya adalah mengidentifikasi tindakan yang dilakukan Iran sebagai 
negara pengekspor dalam mempertahankan minyaknya agar bertahan dalam jangka 
waktu yang lama. Hal ini dapat dapat dilihat dari usaha Iran dalam pengelolaan 
sektor energinya dengan menawarkan sistem kontrak investasi minyak bumi 
dengan insentif yang lebih besar pasca implementasi JCPOA pada tahun 2016, 
selain itu ancaman pemberlakuan kembali sanksi internasional oleh AS membuat 
Iran harus memikirkan bagaimana strategi yang tepat agar minyak buminya dapat 
diekspor. 
2. Mengembangkan Interdependensi Ekspor-Impor Minyak Iran Dengan 
Negara Pengimpor 
Strategi ini dapat dilakukan dengan menyeimbangkan interdependensi 
ekspor-impor minyak bumi dengan negara pengimpornya. Untuk mengetahui hal 
tersebut maka penulis akan memaparkan kerjasama dalam bidang energi khususnya 
minyak bumi antara Iran dengan China yang telah terjalin serta perkembangannya 
yang dapat memungkinkan untuk adanya peningkatan kerjasama energi diantara 
kedua negara. China penting karena selain merupakan importir minyak bumi Iran, 
China juga merupakan salah satu negara yang tetap mempertahankan impor minyak 
bumi dari Iran bahkan setelah sanksi internasional diberlakukan. 
Strategi ini juga dapat dilakukan dengan Iran mencari negara lain untuk 
dijadikan pengimpor dan pertner potensial minyak buminya. Secara garis besar 
upaya yang dimaksud adalah upaya melakukan diverfikasi pengimpor supaya tidak 
bergantung pada pengimpor itu saja. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi 
kerjasama energi Iran dengan negara lain, seperti Iran dengan India mengingat 
37 
 
pasar energinya cukup besar, selain itu India juga merupakan negara eksportir 
minyak bumi Iran yang ekspor minyak buminya tetap stabil setelah kerjasama 
nuklir diberlakukan. Sesuai dengan penelitian ini, maka kerjasama nuklir yang 
dimaksud adalah kerjasama yang terjadi pasca implementasi JCPOA tahun 2016 
dimana Iran dapat kembali melakukan kegiatan eskpor minyak buminya seperti 
sebelum sanksi internasional diberlakukan. 
Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep Strategi Keamanan Energi Iran 













Menawarkan Sistem Kontrak Baru 
dengan Insentif yang Lebih Tinggi 
Iran mulai mewarkan diskon terhadap 
harga minyak bumi 
Melakukan barter minyak dengan 








Adanya usaha Iran untuk mempererat 
interdependensi dalam bidang energi 
seperti kerjasama infrastruktur antara 
































Iran sebagai negara pengekspor Energi 
 
Sanksi internasional terhadap Iran oleh PBB,Uni Eropa, dan Amerika 
Serikat telah menyebabkan Iran mengalami krisis ekspor energi 
Implentasi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) diberlakukan yang ditandai 
dengan pengangkatan sanksi Uni Eropa dan sebagian sanksi Amerika Serikat 
Implementasi JCPOA pada tahun 2016 masih menyisahkan masalah 
Membuat negara pengimpor 
bergantung terhadap energi Iran 
Menyeimbangkan interdependensi 
kerjasama dalam bidang ekspor-impor 
energi dalam negara pengimpor 
Kedua strategi tersebut dijalankan untuk setidaknya mencapai tujuan 
kemudahan dalam Acces to Market dan terjaminnya Security of 
Demand Iran sebagai salah satu negara pengekspor energi dunia 
 
Strategi keamanan energi negara pengekspor Mason Willrih 




2.5. Argumen Utama 
Dalam penelitian ini argumen utama penulis terkait strategi keamanan energi 
Iran pasca implimentasi JCPOA adalah dengan menerapkan strategi keamanan 
energi negara pengekspor. Terdapat dua strategi yang biasa oleh negara pengekspor 
temasuk Iran. Strategi yang pertama adalah dengan membuat negara-negara 
importir bergantung secara fundamental terhadap energi Iran. Strategi yang kedua 
adalah dengan menyeimbangkan interdependensi kerjasama di bidang ekspor-




















3.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian 
yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat 
kesimpulan yang berlaku umum.1 Dalam menganalisisnya, penulis menggunakan 
konsep serta diharuskan untuk menentukan argumen utama dalam penelitiannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi keamanan energi 
Iran pasca Implementasi JCPOA pada tahun 2016 yang tindakan tersebut tidak 
lepas dari konsep keamanan energi. 
1.2. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian ini adalah terhadap strategi Iran pasca 
implementasi JCPOA tahun 2016 dengan fokus terhadap keamanan energi minyak 
bumi Iran sebagai komoditas ekspor utama. Fokus penelitian ini dibatasi dengan 
mencakup rentang waktu pasca implementasi JCPOA tahun 2016. Tahun ini dipilih 
agar penelitian dapat membedakan dengan strategi Iran sebelum implementasi 
JCPOA. Namun, tidak menutup kemungkinan penulis dapat menggunakan rujukan 
dari luar batasan waktu tersebut diatas jika hal tersebut menjadi relevan terkait 
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  
 
                                                          




1.3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan baik berupa 
jurnal, buku, artikel, dokumen resmi, internet, maupun sumber-sumber lain yang 
memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik 
pengumpulan data dilakukan secara sistematis, diawali dengan pengumpulan data 
sebanyak mungkin. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan ke 
dalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan. 
1.4. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Pengertian dari 
analisa data kualitatif merupakan teknik analisa data dengan sebuah proses 
penelitian dan penyelidikan yang berdasar pada perbedaan metodologi pada 
penelitian terhadap permasalahan sosial. Adapun kemudian penelitian melahirkan 
sudut pandang baru sesuai dengan konstruksi yang terbentuk dengan melakukan 
analisa kata-kata dan laporan secara detail menurut sudut pandang sumber 
pengumpulan data.  
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini disusun sesuai dengan Sistematika 
Penulisan Skripsi, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Brawijaya. Berikut ini adalah sistematika yang digunakan: 
I. Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan 
tujuan penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang alasan pemilihan judul, 
faktor-faktor yang melatar belakangi masalah ini untuk diteliti, dan adanya 
anomali dalam suatu kasus yang disertai dengan argumen dan data empirik 
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terkait strategi yang dilakukan Iran setelah implementasi JCPOA pada tahun 
2016. Rumusan Masalah menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti yang 
berupa kalimat pertanyaan. Tujuan Penelitian merupakan jawaban atas rumusan 
masalah. Memberikan arah kepada pencapaian penelitian. Manfaat Penelitian 
merupakan manfaat dilakukan penelitian ini, baik kalangan civitas akademika, 
khususnya pengkaji hubungan internasional, juga sebagai masukan bagi 
pembuat kebijakan. 
II. Bab II Kajian Pustaka, sebagai pijakan informasi untuk membangun logika 
dalam menjawab rumusan masalah atas pertanyaan penelitian. Penelitian 
Terdahulu, peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu yang ketiganya 
mendukung teori dan topik yang penulis teliti. Kerangka Konseptul, pada 
penelitian ini penulis menjelelaskan konsep yang dikemukakan oleh Mason 
Willrich yaitu Energy Security. Operasionalissi Konsep, penjelasan tentang 
konsep yang digunakan dalam menganalisa fenomena ini secra lebih terperinci. 
Alur Pemikiran, menunjukan kerangka berpikir penulis dalam merumuskn 
masalah penelitian. Argumen Utama, sebagai jawaban sementara terhadap 
pertanyaan penelitian. 
III. Bab III Metode Penelitin, menjelaskan tentang pilihan metode yang digunakan. 
Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif. Ruang Lingkup Penelitian, adalah 
mendikripsikan strategi keamanan energi yang dilakukan oleh Iran setelah 
implementasi JCPOA pada tahun 2016. Teknik Pengumpulan Data, dilakukan 
secara studi pustaka atau data sekunder. Teknik Analisis Data, dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisa data kualitatif.  
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IV. BAB IV Ketidakamanan Energi Iran Pasca Implementasi JCPOA Pada Tahun 
2016. Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Iran sebagai 
negara eksportir minyak bumi, sanksi internasional terhadap sektor energi Iran, 
implementsi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dan ancaman 
kemanan energi Iran setelah implementasi JCPOA pada tahun 2016. 
V. BAB V Strategi Keamanan Energi Iran Pasca Implementasi JCPOA Pada 
Tahun 2016. Dalam bab ini menjelaskan hasil temuan berdasarkan indikator 
konsep yang digunakan oleh penulis. 
VI. BAB VI Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan peryataan 
















KETIDAKAMANAN ENERGI IRAN SEBAGAI NEGARA PENGEKSPOR 
PASCA IMPLEMENTASI JCPOA TAHUN 2016 
 Dengan menggunakan konsep Keamanan Energi (Energy Security) dari 
Mason Willrich, maka terdapat dua sub konsep untuk membahas mengenai 
keamanan energi yaitu konsep keamanan energi negara pengimpor (concept of 
importing Country) dan konsep keamanan energi negara pengekspor (concept of 
exporting country). Namun pada bab ini penulis akan secara mendalam akan lebih 
menjelaskan mengenai keamanan energi dari sisi negara pengekspor karena 
berkaitan dengan studi kasus yang coba penulis angkat yaitu ketidakamanan energi 
Iran sebagai negara pengekspor pasca implementasi Joint Comprehensive Plan Of 
Action (JCPOA) pada tahun 2016. 
 Dalam mempermudah memahami hal tersebut, maka terlebih dahulu 
penulis akan menjelaskan mengenai profil energi Iran sebagai negara pengekspor 
minyak bumi, kemudian sanksi internasional terhadp sektor energi Iran, 
implementasi JCPOA, dan ketidakamanan yang timbul pasca implementasi JCPOA 
tahun 2016 yang sesuai dengan judul penelitian dan  dielaborasikan dengan konsep 
keamanan energi negara eksportir Mason Willrich pada tiga konsep utama yaitu 
sovereignity over natural resources (kedaulatan atas sumber daya energi), 
guaranteed access to foreign market (jaminan akses pasar luar negeri), dan 
financial security for the investmen made with exports earnings (jaminan keamanan 
fimansial terhadap investasi  dan pendapatan ekspor energi.1 
                                                          
1 Mason Willrich, Op.cit, hal.96 
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 Berdasarkan ketiga konsep keamanan energi pengeskpor tersebut, maka 
ketidakamanan energi Iran pasca implementasi JCPOA tahun 2016 adalah berada 
pada konsep keamanan energi negara eksportir yang kedua yaitu terganggunya 
jaminan akses pasar minyak bumi Iran ke Asia dan Uni Eropa pasca implementasi 
JCPOA pada tahun 2016. Pemaparan ini berguna untuk memberikan gambaran 
mengenai ketidakaman energi Iran sebagai negara pengekspor yang berkontribusi 
terhadap strategi yang dapat ditempuh Iran dalam menjamin keamanan energinya 
yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. 
 Sebagai negara pengekspor energi yang bergantung terhadap pendapatan 
ekspor minyak bumi, maka segala sesuatu yang mengancam permintaan energinya 
dapat menjadi ancaman terhadap keamanan energi negara pengekspor, tidak 
terkecuali bagi Iran dalam gangguan pasar ekspor minyak bumi pasca implementasi 
JCPOA pada tahun 2016. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebelum 
menjelaskan ketidakamanan energi Iran maka terlebih dahulu penulis akan 
memaparkan profil Iran sebagai negara eksportir minyak bumi yang akan dijelaskan 
secara mendalam sebagai berikut. 
4.1. Profil Energi Iran sebagai Negara Pengekspor Minyak Bumi 
Dalam sub-bab ini, penulis lebih banyak mengutip data dari Area Handbook 
Series: Iran a Country Study yang diterbitkan oleh Federal Research Division dan 
dikombinasikan dengan data yang penulis dapatkan dari website resmi Central 
Intelligence Agency serta laporan yang dipublikasikan oleh International Energy 
Administration dari tahun 2011-2017.  
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Menurut data data tersebut, Iran adalah negara yang terletak di Timur 
Tengah, yang berbatasan langsung dengan Teluk Oman, Teluk Persia, Laut Kaspia, 
Afghanistan, Azerbaizan, Turki, Irak dan Pakistan. Negara dengan ibukota Teheran 
ini memiliki jumlah penduduk mencapai 83 juta jiwa pada tahun 2018.2 Luas 
wilayah Iran berkisar 1.648.195 kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 
2440 km, serta wilayah kelautan mencapai 12 mil dari daratan terluar dan zona 
ekonomi ekslufi sepanjang 200 mil. Iran memiliki keadaan topografi berbukit yang 
sebagian besar berupa pegunungan dan gurun pasir.3 Dengan keadaan topografi 
tersebut, Iran memiliki iklim panas di sebagian besar wilayahnya, terkecuali iklim 
subtropis di sepanjang pantai teluk Kaspia. 
Sejak Iran didirikan, negara ini sebelumnya merupakan negara monarki 
absolut di bawah kepemimpinan Rezim Shah Reza Pahlavi. Namun, pada tahun 
1979 sebuah revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeni berhasil menggulikan 
Rezim Reza Pahlavi dan medirikan sebuah negara republik teokratis yaitu Republik 
Islam Iran, dimana syariat Islam memegang peran utama.4 Berdasarkan Konstitusi 
nasional Iran, Ayatollah Khomeni sebagai Pemimpin Agung merupakan kepala 
negara dan keagamaan tertinggi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap 
penetapan arah kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri Iran, termasuk 
kebijakan di sektor ekonomi.5 
                                                          
2 Central Intellegence Agency, ”The World Factbook: Iran,” diakses dari 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html pada 2 Desember 2018 
3 Ibid 
4 Federal Research Division, Iran a Country Studies, Area Handbook Series, Library of Congress, 
hal.70-76 




Perekonomian Iran dicirikan dengan sistem ekonomi campuran dengan 
ketergantungan yang besar terhadap sektor energi.  Iran berada diantara empat besar 
negara dengan sumber cadangan minyak bumi terbesar didunia. Pada tahun 2010, 
estimasi cadangan minyak bumi Iran mencapai 137 milyar barel atau sekitar 9.3% 
total cadangan minyak dunia dan lebih dari 12% total cadangan minyak bumi 
negara anggota OPEC.6 Menjadikan Iran sebagai negara dengan cadangan minyak 
bumi terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Kanada. 








   
 Dengan cadangan minyak bumi sebesar itu, Iran dapat memproduksi sekitar 
3,7 juta barel minyak bumi per hari atau sekitar 5% dari total produksi minyak bumi 
dunia di tahun 2010. Iran memiliki sekitar 40 ladang minyak bumi, (27 onshore dan 
13 offshore), dengan ladang minyak onshore berkontribusi terhadap 71% dari total 
produksi minyak bumi Iran. Selain itu, Iran juga terbukti memiliki cadangan 
                                                          
6 U.S. Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Iran, Op.cit hal.1 
Sumber:  International Energy Agency 
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minyak bumi sekitar 500 juta barel di ladang minyak offshore di Laut Kaspia, 
namun eksplorasi cadangan minyak bumi tersebut masih terkendala perselisihan 
territorial dengan negara tetangga Azerbaizan dan Turkmenistan.7 
Sebagai negara dengn sumber minyak bumi yang berlimpah, Iran secara 
substansial menjadi sangat bergantung terhadap minyak bumi sebagai komoditas 
ekspor. Pada tahun 2010, jumlah ekspor minyak bumi Iran mencapai 2,2 juta barel 
per hari dengan total pendapatan yang mencapai 73 milyar dolar AS. Ekspor 
minyak berkontribusi terhadap lebih dari setengah pendapatan nasional dan lebih 
dari 80 persen total pendapatan ekspor Iran.8 Menjadikan Iran sebagai salah satu 
negara dengan tingkat ketergantungan ekspor minyak bumi terbesar di dunia. 
Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, produksi dan ekspor minyak 
bumi tersebut National Iranian Oil Company (NIOC) dibawah otoritas Kementiran 
Perminyakan Iran bertanggung jawab atas semua proyek hulu minyak Iran yang 
meliputi baik pembangunan infrastuktur produksi dan ekspor. NIOC melalui anak 
perusahaannya, National Iranian South Oil Company (NISOC) berkontribusi 
terhadap 80% produksi ladang minyak bumi di wilayah Khuzestan, Bushers, Fars, 
Kohkiluyeh, dan Boyerahmed. Selain itu, NIOC juga mengontrol jaringan distribusi 
domestik refining dan minyak bumi Iran melalui National Iranian Oil Refining and 
Distribution Company (NIORDC).9 Berikut pembagian otorits masing-masing 
perusahaan-perusahaan energi Iran tersebut 
                                                          
7 Ibid hal.3 
8 Mohammad Reza Farzanegan, “Oil and the Future of Iran: A Blessing or a curse,” diakses dari 
https://www.li.com/docs/default-source/future-of-iran/the-future-of-iran-(economy)-oil-and-the-
future-of-iran-a-blessing-or-a-curse-pdf.pdf?sfvrsn=2 pda 25 Desember 2018 




Tabel 4.1 Wilayah Otoritas Perusahaan Perusahaan Energi Iran 
Perusahaan Wilayah Otoritas 
National Iranian Oil Company 
(NIOC) 
NIOC mengontrol aktivitas hulu minyak dan gas 
alam Iran melalui sebelelas anak perusahaannya 
National Iranian South Oil 
Company (NISOC) 
NISOC mengontrol aktivitas proses prouduksi 
di sebagian besar ladang minyak bumi Iran 
National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company 
(NIORDC) 
NIORDC bertanggung jawab untuk semua 
kegiatan penyulingan dan distribusi yang terkait 
dengan minyak mentah dan produk minyak 
bumi, termasuk pembangunan fasilitas 
pemurnian dan penyimpanan, saluran pipa 
minyak, dan operasi stasiun bensin. NIORDC 
melakukan operasi ini melalui empat anak 
perusahaan utamanya. 
 
Selain sebagai negara eksportir energi, Iran juga dikenal sebagai negara 
konsumen energi terbesar di dunia. Iran mengkonsumsi lebih dari 270 juta ton 
minyak yang setara dengan energi primer pada tahun 2016. Bersama dengan Gas 
alam, minyak bumi Iran berkontibusi terhampar hamper 98 persen total konsumsi 
energi primer Iran, dengan kontribusi lainnya dari tenaga air, batubara, nuklir, dan 




energi terbarukan lainnya. 10 Konsumsi energi utama Iran telah berkembang pesat 
selama dekade terakhir dan terus tumbuh bahkan ketika pertumbuhan ekonomi 
tertekan dan ketika sanksi terkait nuklir diberlakukan. Bahkan faktanya, antara 
tahun 2006 sampai tahun 2016, konsumsi energi Iran meningkat sebesar 40%.11 Hal 
ini menunjukan bahwa Iran merupakan salah satu negara yang bergantug terhadap 
energinya sebagai sumber konsumsi domestik selain sebagai kebutuhan ekspor. 
Berdasarkan seluruh pemaparan diatas sebagai negara pengekspor energi, 
Iran adalah negara yang sangat bergantung terhadap sektor energi terutama minyak 
bumi Iran sebagai kebutuhan konsumsi domestik atau keperluan ekspor, tentunya 
bukan menjadi masalah karena Iran adalah negara dengan sumber energi yang 
berlimpah. Dengan kata lain bahwa keamanan energi Iran aman secara pemenuhan 
kebutuhan domestiknya. Akan tetapi potensi ketidakamanan energi Iran justru 
berasal dari hubungan diplomatis Iran di level internasional dengan negara-negara 
Barat terutama dengan Amerika Serikat yang cenderung konfliktual dan penuh 
kecurigaan. Padahal secara politis, hubungan diplomatis yang stabil dan dalam 
jangka waktu yang lama merupakan tujuan utama keamanana energi Iran sebagai 





                                                          
10 British Petroleum (BP), “Statistical Review of World Energy June 2016” hal.11 diakses dari 
http://oilproduction.net/files/especial-BP/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-
report.pdf pada 13 Desember 2018 
11 Ibid hal.12 
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4.2. Sanksi Internasional Terhadap Sektor Energi  Iran 
Secara historis, dinamika hubungan bilateral Iran dengan negara negara 
barat terutama dengan Amerika Serikat selalu diwarnai dengan interaksi yang 
konfliktual terutama pasca revolusi Iran tahun 1976.12 Kekhwatiran tersebut 
disebabkan oleh aktivitas militer dan pengembangan program nuklir Iran yang 
dikhawatirkan digunakan untuk tujuan militer. Komunitas internasional kemudian 
menjadi semakin curiga ketika Iran tidak memberikan akses kepada lembaga 
supervisi nuklir International Atomic Energy Agency terkait dengan program 
pengayaan uraniumnya.13  
Pemerintah Iran sendiri mengatakan bahwa program pengembangan 
nuklirnya ditujukan bukan untuk tujuan senjata nuklir. Namun, pada Agustus 2002, 
ditemukan beberapa bukti terkait dengan aktivitas program nuklir Iran yang 
dilakukan secara diam-diam. Iran terbukti melakukan instalasi nuklir di situs nuklir 
Natanz dan Arak.14 Tindakan ini oleh komunitas internasional dianggap sebagai 
sebuah upaya Iran dalam melakukan eksperiman senjata nuklir. Dalam 
perkembangannya, isu nuklir Iran kian ditanggapi secara serius dan menjadi 
prioritas utama komunitas internasional. Serangkaian sanksi internasional 
kemudian diberlakukan terhadap program pengembangan nuklir Iran, dimana salah 
satu poin utama dari sanksi sanksi tersebut adalah untuk membatasi ekspor dan 
akses pasar minyak bumi Iran 
                                                          
12 Parahma Sinha Palit, “US-Iran: The Changing Dynamics and the Likelihood of a Conflict” 
Strategic Analysis, Vol.28 No.1, 2004, hal.103 
13 Aljazeera, “ Sanction On Iran” diakses dari 





4.2.1. Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and Divestment Act.15 
Pada tanggal 1 Juli 2010, Presiden Obama mengesahkan Comprehensive 
Iran Sanction, Accountability, and Divestmenr Act (CISADA), yang 
memperpanjang kebijakan Iran Sanction Act (ISA) tahun 1996 dengan 
memberlakukan sanksi tambahan terhadap sektor energi Iran.16 CISADA sendiri 
menangani hubungan antara program pengembangan nuklir Iran dengan sektor 
energi yang disorot dalam resolusi 1929 DK PBB. Program baru ini ditujukan untuk 
meningkatkan tekanan terhadap program pengembangan nuklir Iran yang dicurigai 
digunakan sebagai senjata militerr.  
CISADA merupakan sebuah kebijakan eksta teritorial, dimana individu 
asing dan perusahan minyak internsaional dilarang untuk melakukan aktivitas di 
sektor energi Iran selama lebih dari satu dekade. Menurut ketentuan CISADA, 
setiap perusahaan yang melakukan kerjasama sektor energi dengan Iran akan 
dikenakan setidaknya tiga dari Sembilan menu sanksi.17 AS memutuskan untuk 
memberlakukan sanksi ekonomi terhadap sektor energi Iran sebagai alat diplomatis 
untuk meyakinkan Pemerintah Iran dalam mengubak kebijakan pengembangan 
senjata nuklirnya.  CISADA sendiri terdiri dari empat bagian. Bagian yang pertama 
berisi definisi sanksi dan bentuk aktivitas yang dapat dikenakan sanksi, antara lain: 
 
                                                          
15 Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and Divestment Act of 2010 diakses dari 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr2194.pdf pada 10 Mei 2018 
16 The Department of The Treasury, “CISADA The New U.S Sanction on Iran: The Financial 
Provision of CISADA” diakses dari https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/CISADA_english.pdf pada 12 Desember 2018 
17 Holman Fenwick Willan (HWF), Op.cit hal.4 
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1. Aktivitas yang secara langsung dan signifikan berkontibusi terhadap 
pengembangan kemampuan dan pembangunan sumber minyak bumi Iran. 
 20 juta dolar AS, atau lebih 
 Menanamkan 5 juta dolar AS untuk tiap investasi, dengan total 20 juta 
dolar AS atau lebih selama 12 bulan. 
2. Menjual, menyewakan, atau menyediakan barang barang dan jasa yang secara 
langsung dan signifikan memfasilitasi pemeliharaan atau ekspansi produksi 
domestik minyak bumi Iran, senilai: 
 Nilai harga pasar sekitar 1 juta dolar AS atau lebih; 
 Agregat harga pasar senilai 5 juta dolar AS dalam periode 12 bulan 
3. Menjual atau menyediakan produk olahan minyak bumi utuk Iran, dengan: 
 Harga pasar 1 juta dolar AS atau lebih; 
 Agregat harga pasar senilai 5 juta dolar AS dalam periode 12 bulan 
4. Menyediakan benda benda atau jasa jasa yang secara langsung berkontribusi 
secara signifikan terhadap pengembangan kemampuan Iran dalam mengimpor 
produk olahan minyak bumi, termasuk: 
 Asuransi atau jasa reasuransi 
 Pembiayaan atau jasa makelar 
 Kapal dan jasa pengiriman, dengan: 
 Harga pasar senilai 1 juta dolar atau lebih, atau 




Kemudian bagian kedua dari CISADA mengatur tentang Divestment from 
Certain Companies that Invest in Iran. Bagian ini termasuk dalam ketentuan 
finansial CISADA yang memberi kewenangan terhadap Departemen Keuangan 
Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap institusi keuangan yang 
terbukti terindentifikasi melakukan: 
1. Memfasilitasi usaha Pemerintah Iran, termasuk usaha Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC) untuk membantu program pemngembangan senjata nuklir 
atau membantu terorisme internasional 
2. Memfasilitsi kegiatan indicidu yang berhubungan dengan Iran yang berkenaan 
dengan sanksi keuangan di bawah Resolusi DK-PBB 
3. Memfasilitasi transaksi keuangan atau pemberian jasa keuangan yang signifikan 
terhadap IRGC atau afiliasinya yang memiliki properti dan kepentingan di 
bawah blokir Internastional Emergency Economic Power Act (IEEPA); atau 
lembaga keuangan yang memiliki properti dan kepentingan yang berada di 
bawah blokir IEEPA dan berhubungan dengan proliferasi Weapon Mass 
Destruction (WMD) Iran atau sistem pengiriman WMD; atau mendukung Iran 
untuk terorisme internasional. 
Bagian ketiga dari dokumen CISADA membahas mengenai “Prevention of 
Diversion of Certain Goods, Service, and Technologies to Iran” atau pelarangan 
pengiriman teknnologi, barang, dan jasa yang berkaitan dengan ploriferasi WMD. 
Pelarangan ini meliputi barang barang dari Amerika Serikat yang dikirim ke 
pengguna akhir di Iran yang melanggar hukum atau peraturan Amerika Serikat, 
termasuk dengan: (1) pengiriman melalui satu atau lebih negara asing; atau dengan 
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(2) menggunakan informasi palsu mengenai negara asal. Selanjutnya juga mengatur 
tentang pelaporan wajib oleh Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat untuk 
mengidentifikasi negara negara yang mengirimkan teknologi ploriferasi Amerika 
Serikat secara ilegal ke Iran. Bagian ini juga menjelaskan wewenang Departemen 
Perdagangan untuk mengontrol dan memonitor jumlah barang barang dari Amerika 
Serikat yang berakhir pada penerima tidak teridentifikasi, ketidaktepatan ekspor 
dan re-ekposr, dan ketidakmampuan suatu negara untuk bekerjasama dengan 
Amerika Serikat dalam respon isu nuklir Iran. 
Bagian keempat dari dokumen CISADA Memuat tentang jadwal efektif 
pelaksanaan sanksi CISADA. CISADA mulai efektif setelah 120 hari penetapan 
kebijakan pada 1 juli 2010. Jika ditemukan entitas, individu, atau perusahaan yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentua CISADA maka sanski yang 
dijatuhkan oleh Amerika Serikat akan berlaku dalam bentuk pembekuan propertI 
dan pelarangan transaksi valuta asing. 
4.2.2. Iran Oil Reduction Sanction (IORS).18 
Pada tahun 2011, Kongres Amerika Serikat berupaya mengurangi ekspor 
minyak Iran dengan menjatuhkan sanksi pada mekanisme yang digunakan negara 
importir untuk membayar minyak Iran. Pemerintahan Obama menegaskan bahwa 
kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat melemahkan sektor energi Iran melalui 
sanksi terhadap negara yang melaksanakan transaksi keuangan daengan Bank 
Sentral Iran  
 
                                                          
18 Conressional Research Service (CRS), Op.cit hal.20 
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1. Mencegah bank asing untuk membuka rekening di AS atau memberlakukan 
batasan ketat pada rekening AS yang ada - jika bank itu telah melakukan 
transaksi keuangan yang signifikan dengan Bank Sentral Iran atau dengan 
bank Iran yang terkena sanksi . Ketentuan ini berlaku untuk bank sentral asing 
jika transaksi dengan Bank Sentral Iran adalah untuk pembelian minyak 
bumi. Ketentuan ini berlaku sepenuhnya setelah 180 hari. 
2. Significant Reduction Exception (SRE): kebijakan ini memberikan insentif 
bagi importir minyak bumi Iran yang telah memotong pembelian minyak Iran 
dan tidak memberikan sanksi untuk bank-bank negara importir tersebut dalam 
melakukan transaksi keuangan (untuk tujuan apapun termasuk minyak bumi) 
dengan Bank Sentral AS. Kebijkan SRE ditinjau setiap 180 hari dan untuk 
mempertahankan pengecualian sanksi, negara-negara diwajibkan untuk 
mengurangi pembelian minyak mereka dari Iran, relatif terhadap periode 180 
hari sebelumnya.  
3. Sanksi terhadap transaksi minyak bumi Iran berlaku hanya jika Presiden 
mensertifikasi ke Kongres setiap 90 hari, berdasarkan laporan dari Energy 
Information Administration, bahwa pasar minyak dipasok secara memadai 
dan terdapat pasokan energi yang cukup dari minyak di seluruh dunia untuk 
memungkinkan negara dalam mengurangi pembelian dari Iran. 
Pasca pemberlakuan sanksi diatas implentasi embargo Uni Eropa atas 
pembelian minyak bumi Iran mulai diberlakukan pada 1 Juli 2012 dengan 
membantu semua negara anggota Uni Eropa yang mengimpor minyak bumi dari 
Iran untuk mendapatkan SRE (pengecualian sanksi). Selain Uni Eropa, Jepang pada 
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20 Maret 2012 juga mendapatkan pengecualian sanksi dengan memotong impor 
minyak bumi dari Iran dan diikuti oleh negara negara lainnya seperti China, India, 
Malaysia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Singapura, Srilanka, Turki, dan Taiwan. 
4.3. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah sebuah kesepakaan 
nuklir yang dicapai oleh Iran dengan negara P5 + 1 (China Prancis, Jerman, Rusia, 
Inggris, dan Amerika Serikat) pada 14 Juli 2015. Kesepakatan nuklir didukung oleh 
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan diadopsi pada 20 Juli 2015. Pemenuhan 
Iran dengan ketentuan terkait nuklir dari JCPOA kemudian akan diverifikasi oleh 
International Atomic Energy Agency (IAEA) sesuai dengan persyaratan tertentu 
yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. 19 
Negosisasi terkait penghentian program pengembangan nuklir Iran dimulai 
dengan penandatangan Joint Plan of Action antara Iran, Uni Eropa dan negara-
negara P5+1 (China, Prancis, Rusia, Inggris, AS-ditambah Jerman) yang disepakati 
pada 24 November 2013 di Jenewa, Swiss. Selama dua puluh bulan kemudian, Iran 
dan negara-negara P5+1 aktif terlibat dalam negosisasi, dan pada April 2015 
menyepakati kerangka kerjasama kesepakatan nuklir. 20 
Timeline Implementasi JCPOA.21 
Pada 4 Juli 2015 (Finalization Day). Finalization Day memicu Iran dan 
Amerika Serikat untuk memulai proses peninjauan kembali isu nuklir Iran. Iran 
                                                          
19 Arms Control Associaton, “The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a glance” 





juga mulai menyediakan informasi yang diperlukan bagi IAEA untuk 
menyelesaikan penyelidikannya terkait dengan pengembangan senjata nuklir. Pada 
18 Oktober 2015 (Adoption Day). 90 hari setelah berlalunya Resolusi Dewan 
Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan JCPOA (20 Juli 2015). Adoption 
day memicu Iran dan P5+1 untuk mengambil langkah-langkah untuk memenuhi 
komitmen dalam penerapkan JCPOA. Pada 16 Januari 2016 (Implementation Day): 
IAEA menyatakan bahwa Iran telah mengambil langkah-langkah strategis untuk 
membatasi program nuklirnya dan telah menempatkan peningkatan pemantauan 
dari IAEA. Laporan IAEA tentang hari pelaksanaan memicu penghapusan sanksi 
AS, UE, dan PBB.  Pada Oktober 2023 (Trantition Day). Delapan tahun setelah 
adoption day atau ketika IAEA mencapai kesimpulan yang lebih luas tentang nuklir 
Iran. Adoption Day memicu PBB untuk meningkatkan pembatasan rudal, Iran 
untuk mencari ratifikasi protokol tambahannya, Uni Eropa untuk menghentikan 
semua sanksi nuklir yang tersisa, dan Amerika Serikat untuk menghapus entitas 
tertentu dari daftar keseluruhan sanksinya. Oktober 2025, Termination Day: 
Sepuluh tahun setelah hari adoption day. Termination day mengakhiri Resolusi 
2231 DK-PBB dan menutup kasus progam pengembangan nuklir Iran.22 
Berdasarkan kerangka kerjasama ini, Iran setuju untuk membatasi program 
nuklir dan lebih transparan terkait program nuklirnya dengan memberikan akses 
terhadap peningkan inspeksi IAEA. Berikut ini Persyaratan yang harus dipenuhi 
Iran dalam mandat yang ditetapkan oleh JCPOA 
                                                          
22 Resolusi 2231 DK-PBB merupakan sebuah resolusi yang mendukung JCPOA terhadap program 
pengembangan nuklir Iran dengan menetapkan jadwal inspeksi dan penghapusan sanksi Iran 
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Tabel 4.2 Persyaratan Kunci Iran dalam Mandat JCPOA 
Persyaratan Kunci dan Tindakan yang Dimandatkan oleh JCPOA 
Aktivitas 
Pengayaan Nuklir 
1. Selama 10 tahun operasi sentrifugal dikurangi 
menjadi 5.060 IR-1 mesin, total mesin adalah 6.104 
IR-1s 
2. Sentrifugal berlebih (lebih dari 13.000) dibongkar dan 
disimpan di bawah pemantauan IAEA 
3. Selama 15 tahun tingkat pengayaan uranium dibatasi 
pada 3,67 persen uranium-235 
4. Selama 15 tahun pengayaan hanya di Natanz 
5. Selama 10 tahun tidak ada produksi tambahan 1 IR-1 
sentrifugal 
6. Antara tahun 11-13 Iran dapat menggantikan IR-1s 
dengan kapasitas setara mesin IR-6 dan IR-8 dan 
batas yang bertahan hingga tahun 14-15 
Stok Uranium 
1. Selama 15 tahun persediaan disimpan di bawah 300 
kilogram dari 3,67 persen uranium yang diperkaya 
secara total (semua bentuk) 
2. Kelebihan uranium yang diperkaya dijual, dikirim 
luas untuk penyimpanan, atau diencerkan ke tingkat 
uranium alam 
3. •Uranium oksida dan material rap yang diperkaya 
hingga 20 persen dibuat menjadi bahan bakar untuk 
Reaktor Penelitian Tehran, dicampur ke bawah, atau 
dikirim keluar 
Fordow 
1. Konversi ke fasilitas penelitian untuk produksi isotop 
stabil dengan kerjasama Rusia 
2. 1.044 sentrifugal IR-1 dalam enam kaskade akan tetap 










1. Selama 8,5 tahun Iran dapat melakukan penelitian 
dengan uranium pada IR-4 tunggal, IR-5, IR-6 dan 
IR-8 centrifuge di Natanz 
2. Setelah 8,5 tahun uji hingga 30 IR-6s dan 30 IR-8s 
3. Setelah 8 tahun memproduksi hingga 200 IR-6s dan 
200 IR 8s sentrifugal tanpa rotoR 
4. Selama 10 tahun, Joint Commission akan mengkaji 




1. Hapus dan nonaktifkan inti asli reaktor Arak 
2. Ganti inti reaktor Arak untuk mengurangi plutonium 
yang disertifikasi oleh Joint Commision 
3. Selama 15 tahun tidak ada pemrosesan ulang bahan 
bakar nuklir bekas dengan maksud untuk tidak pernah 
memproses ulang 
4. Komitmen permanen untuk mengapalkan bahan bakar 
nuklir bekas 
5. Selama 15 tahun tidak ada reaktor air berat di Iran 
6. Selama 15 tahun tidak ada akumulasi air berat di Iran 
7. Konstruksi sel panas atau kotak sarung tangan 
berlindung dari certa dalam spesifikasi yang tunduk 
pada persetujuan Komisi Gabungan 
Pemantauan dan 
Verifikasi 
1. Hingga 15 Oktober 2015 Iran sepenuhnya 




2. Selama 10 tahun persetujuan pembelian bahan-bahan 
penggunaan ganda oleh kelompok kerja Komisi 
Gabungan 
3. Selama 25 tahun pemantauan terus menerus tambang 
dan pabrik uranium Iran 
4. Selama 20 tahun pemantauan terus menerus fasilitas 
produksi centrifuge Iran 
5. Selama 15 tahun, Joint Commision mengawasi 
permintaan akses IAEA untuk memeriksa situs yang 
tidak terdefinisi 
6. Pelarangan permanen atas aktivitas terkait 
persenjataan tertentu 
7. Implementasi dan ratifikasi dari protokol tambahan 
untuk perjanjian safeguards Iran 
8. Implementasi permanen dari Kode 3.1 yang 
dimodifikasi dari Pengaturan Anak Perusahaan ke 
Perjanjian Safeguards 
Joint Commision 
1. Selama 25 tahun Komisi Gabungan (terdiri dari P5 + 
1, UE dan Iran dengan total 8 anggota voting) akan 
mengadakan pertemuan triwulan, atau berdasarkan 
permintaan, untuk mengawasi kesepakatan 
2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam waktu 35 
hari; 15 hari mekanisme penyelesaian sengketa dalam 
Komisi Gabungan, dengan tinjauan kementerian 15 
hari opsional dan / atau pendapat arbitrase dari panel 
3 anggota, diikuti oleh ulasan 5 hari dari pendapat 
arbitrase. Jika tidak ada resolusi dan pihak yang 
melihat tindakan sebagai "signifikan n-kinerja;" 
masalah yang belum terselesaikan dapat diperlakukan 
sebagai alasan untuk berhenti melakukan komitmen 
62 
 
secara keseluruhan atau sebagian, pihak yang 
mengeluh akan memberi tahu Dewan Keamanan PBB 
3. Setiap pihak dapat pergi ke Dewan Keamanan PBB 
untuk mengembalikan sanksi jika tidak ada kepatuhan 
dengan memveto resolusi yang menyerukan 
kelanjutan sanksi 
 
Di bawah JCPOA, sanksi internasional terhadap sektor energi Iran resmi 
dicabut setelah sertifikasi IAEA yang menyatakan bahwa Iran telah menyelesaikan 
ketentuan yang ditetapkan dalam JCPOA diatas. Sanksi sekunder Amerika Serikat 
yang berupa pembatasan ekspor minyak bumi, pembatasan investasi asing di sektor 
energi, dan sanksi sektor keuangan kemudian dicabut. Uni Eropa juga mencabut 
sanksinya terkait pembelian minyak dan gas dari Iran dan bank-bank Iran diterima 
kembali ke sistem perbankan dan keuangan negara anggota Uni Eropa.23 Berikut 
ini daftar lengkap sanksi Uni Eropa yang dicabut pasca implementasi JCPOA; 
1. Pencabutan sanksi terhadap impor minyak dan gas dari Iran. Impor minyak Uni 
Eropa dari Iran kemudian kembali hampir ke level 2011 yaitu sekitar 600 ribu 
barel per hari. 
2. Pencabutan sanksi terhdap asuransi untuk pengiriman minyak dari Iran dan 
pembekuan aset beberapa perusahaan Iran yang terlibat dalam pengiriman. 
3. Pencabutan sanksi terhadap perdagangan dengan Iran dalam emas, logam 
mulia, berlian, dan petrochemical. 
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4. Pencabutan pembekuan aset Bank Sentral Iran (meskipun transaksi telah 
diizinkan untuk perdagangan sipil yang disetujui). 
5. Pencabutan terhadap sanki transaksi Uni Eropa dan semua bank Iran  
6. Larangan ekspor logam setengah jadi seperti aluminium dan baja, perangkat 
lunak industri, teknologi pembuatan kapal, dan kemampuan penyimpanan 
minyak bumi Iran 
7. Pencabutan larangan terhadap akses 14 bank Iran ke sistem perbankan dan 
keungan internasonal 
Berdasarkan pemaparan tersebut, implementasi JCPOA menjadi solusi bagi 
Iran untuk kembali aktif dalam pasar energi internasional. Implementasi JCPOA 
yang disertai dengan pencabutan sanksi di sektor energi, telah mendorong beberapa 
perusahaan minyak internasional untuk kembali bekerjasama di sektor energi 
dengan Iran. Diharapkan Pasar energi Iran yang hilang pasca sanksi internasional 
juga dapat kembali normal seperti sebelum sanksi internasional diberlakukan. 
Namun dalam penerapannya, implementasi JCPOA ternyata masih menyisahkan 
banyak sekali masalah. Pasar energi yang hilang pasca sanksi internasional ternyata 
belum kembali pulih pasca sanksi internasional (telah dijelaskan di latar belakang). 
Hal ini menjadi ketidakamanan tersendiri terhadap sektor energi Iran karena 
ketergantunga yang tinggi terhadap minyak bumi sebagai sumber pendapatan dan 





4.4. Ketidakamanan Energi Iran Sebagai Negara Pengekspor Energi Pasca 
Implementasi JCPOA Tahun 2016 
Pemerintah AS memang telah mencabut sanksi terhadap perusahan minyak 
internasional dan individu negara lain untuk kembali menjalin kerjasama di sektor 
energi Iran. Namun sanksi utama AS berupa larangan kerjasama dan investasi 
perusahaan minyak dan individu AS di sektor energi Iran tetap dijalankan.24 Hal ini 
menjadi potensi ketidakamaan tersendiri terhadap keamanan energi Iran karena 
dikhawatirkan dapat menjadi ancaman terhadap implementasi JCPOA yang telah 
dibangun antara Iran dengan negara P5+1. 
Ketidakpastian sikap pemerintah AS terkait isu program nuklir Iran 
sebenarnya telah terlihat jauh sebelum implementasi JCPOA diberlakukan yaitu 
ketika Iran Nucleur Agreement Review Act di tandatangani oleh Presiden Obama 
pada Mei 2015. Berdasarkan Undang-Undang ini, kongres AS memiliki wewenang 
untuk meninjau kembali syarat-syarat akhir JCPOA dan membatasi hak preoregatif 
presiden untuk mencabut sanksi AS terhadap Iran.25. Sehingga keputusan AS untuk 
tetap mempertahankan sanksi terhadap Iran pasca implementasi JCPOA menjadi 
potensi ancaman tersendiri terhadap keamanan energi Iran. Berikut ini merupakan 
daftar sanksi yang masih di terapkan oleh pemerintah Amerika Serikat setelah 
implementasi JCPOA, antara lain:26 
 
 
                                                          
24 Iranian Energy: A Comeback with Hurdles, Op.cit hal 15 
25 Coucil on Foreign Relations, “International Sanction on Iran” diakses dari 
https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran pada 29 November 2018 
26 Congressional Research Service (SRS), Op.cit hal.43 
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1. Larangan perdagangan dan investasi Amerika Serikat di Iran; 
2. Sanksi terhadap terorisme; sanksi yang terkait dengan penunjukan Iran sebagai 
negara sponsor terorisem. JCPOA tidak mengikat Amerika Serikat untuk 
mencabut  Iran dari daftar negara terorisme 
3. Sanksi terhadap entitas terkait isu nukli; 
4. Iran-Iraq Arms Non-Proliferation Act; 
5. Iran-North Korea-Syria Non-Proliferation Act; 
6. Sanksi ISA terkait kepemilikan senjata nuklir 
7. Sanksi terkait campur tangan Iran di Irak dan Suriah 
Selain itu Amerika Serikat juga mengancam untuk memberlakukan kembali 
sanksi terhadap sektor energi Iran melalui mekanisme snap back jika iran tidak 
mematahui ketentuan yang diamanatkan dalam kerjasama nuklir JCPOA. Seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, penjatuhan sanksi unilateral AS terhadap Iran 
pada tahun 2012 telah berhasil membuat komunitas internasional untuk ikut 
memberikan sanksi terhadap program nuklir Iran. Sehingga ancaman pemberlakuan 
kembali sanksi akan menjadi ancaman tersendiri terhadap keamanan energi Iran. 
Selain ancaman sanksi di level internasional, potensi ketidakamann energi 
Iran juga berasal dari pertentangan di level domestik terkait keputusan Iran untuk 
kembali ke pasar energi internasional melalui implemntsi JCPOA. Presiden Hassan 
Rouhani dan pemerintahannya yang moderat menganggap kerjasama internasional 
sebagai solusi pemulihan ekonomi Iran. Pemerintah meyakini bahwa isolasi selama 
sanksi internasional diberlakukan sebagai penyebab utama krisis ekonomi. Namun, 
kubu konservatif, yang dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei 
66 
 
menganggap kerjasama internasional sebagai penyebab utama kerentanan dan 
bertentangan dengan kebijakan “resistance economy” yang telah dibangun selama 
sanksi internasional berlangsung.27 Perbedaan perspektif anatara pemerintah Iran 
dengan kubu konservatif tersebut pada dasarnya telah mempengaruhi semua 
pengambilan kebijkan di segala sektor Iran, termasuk sektor energi. Hal ini dapat 
dilihat dalam penerapan sistem kontrak buy back.28 Di satu sisi, sistem kontrak ini 
menawarkan kerjasama antara Iran dengan perusahaan minyak internasional dalam 
proyek eksplorasi, pengembangan minyak Iran. Namun disisi lain, buy back juga 
harus mempertimbangkan kekhawatiran kubu konservatif terkait keterlibatan 
perusahaan internasional di sektor Sehingga, kebijakan yang dilakukan oleh Iran 
kemudian adalah dengan memastikan stakeholder Iran untuk secara langsung 
terlibat dalam pengembangan sektor energi Iran bersama dengan perusahaan 
minyak internasionl.29 Kebijakan ini oleh perusahaan minyak Internasional 
dianggap sebagai sebuah mekanisme yang tidak bersahabat dan cenderung 
merugikan. Akibatnya, sampai sejauh ini belum ada kontrak jangka panjang yang 
disepakati oleh Iran dengan perusahan minyak Internasional.30 Hal ini berbanding 
terbalik dengan kompetitor eksportir minyak bumi di OPEC seperti Kuwait dan 
Arab Saudi yang telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan negara 
importirnya.31 
                                                          
27 Resistance economy adalah sebuah konsep yang dinyatakan oleh Pemimpin Tertinggi, Ayatollah 
Ali Khameni pada tahun 2012 untuk mempromosikan keamandirian ekonomi Iran 
28 Pinsent Mason,  “Iran- Oils & Gas Legal Issues”, diakses dari 
https://www.pinsentmasons.com/PDF/2016/iran-oil-and-gas-issues.pdf  pada 30 November 2018 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Sara Vakhsouri, “Iran Energy Policy after the Nucleur Deal,” diakses dari 
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Iran_Energy_Policy.pdf   pada 2 Mei 201 
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Hal ini meunjukan bahwa implementasi JCPOA pada tahun 2016, tidak 
kemudian menjadikan Iran sepenuhnya aman dari ancaman keamanan energi. 
Banyak sekali hambatan yang belum terselesaikan pasca penggangkatan sanksi 
internasional. Sehingga penting untuk melihat bagaimanan strategi keamanan 

























STRATEGI KEAMANAN ENERGI IRAN PASCA 
IMPLEMENTASI JCPOA TAHUN 2016 
 Pada bab V ini akan dipaparkan mengenai deskripsi serta analisa dari 
strategi yang dilakukan oleh Iran dalam menjamin keamanan energinya pasca 
implementasi JCPA tahun 2016, strategi tersebut diimplementasikan dengan 
mengatasi ketidakamanan energi yang dijelaskan paba bab sebelumnya. 
Ketidakamanan energi yang dakibatkan oleh pasar energi yang hilang pasca 
implementasi JCPOA tahun 2016 adalah 1) Berkurangnya pendapatan pasar ekspor 
minyak bumi Iran bahkan setelah implementasi JCPOA. 
 Untuk mengatasi ketidakamaann tersebut, maka dalam bab ini akan 
dipaparkan mengenai dua sub bab yang berisi strategi keamanan energi negara 
pengekspor milik Mason Willrich dimana yang pertama adalah dengan membuat 
negara pengimpor bergantung secara fundamental terhadap pada ekspor minyak 
bumi Iran dan yang kedua adalah dengan menyeimbangkan interdependesi ekspor 
impor minyak bumi Iran dengan negara importirnya Hasil dari pemaparan dua 
strategi tersebut akan diimplementasikan dengan studi kasus yang diambil yaitu 
penurunan pasar ekspor minyak bumi Iran pasca implementasi JCPOA tahun 2016. 
Berbicara mengenais strategi Iran dalam mengatasi keamanan energinya maka 
digunakan strategi keamanan energi menuru Mason Willrich yaitu dengan membuat 
negara pengimpor bergantung secara fundamental terhadap energi Iran yang 




5.1. Membuat Negara Pengimpor Bergantung Secara Fundamental Terhadap 
Minyak Bumi Iran 
Strategi yang pertama ini bertujuan agar negara pengimpor energi Iran tetap 
mengimpor minyak bumi dari Iran. Hal ini dikarenakan implementasi JCPOA tahun 
2016 belum mampu mengembalikan pasar energi Iran yang hilang pasca sanksi 
internasional. Akibatnya Iran kemudian merespon krisis tersebut dalam beberapa 
tindakan strategi keamanan energi antara lain. 
5.1.1. Menawarkan Sistem Kontrak Baru dengan Insentif yang Lebih Tinggi 
(Iran Potreleum Contract) 
Setelah tahun 1979, Iran memodifikasi kebijakannya terhadap investor 
asing di sektor energinya. Pada akhir 1990-an, Menteri Zangeneh memperkenalkan 
jenis kontrak baru yang untuk pertama kalinya sejak revolusi 1979, memungkinkan 
investasi internasional dalam proyek pembangunan Iran di old oilfields. Kontrak 
baru itu tersebut adalah buy back yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 
faktor pemulihan Iran paca tekanan internasional tahun 1979.1 Belakangan, Iran 
juga mengizinkan para investor internasional untuk berpartisipasi dalam proyek 
eksplorasi dan bekerja di ladang minyak barunya. 
Iran dapat menarik sekitar 50 miliar dolar AS investasi untuk industri 
energinya dengan menawarkan kontrak buy back kepada perusahaan internasional.2 
Namun demikian, kontrak jenis ini tidak berhasil dalam mempertahankan investasi 
dan kegiatan perusahaan minyak internasional, seperti Total dan Eni, dalam industri 
                                                          
1 Maryam Syafie Khah, “Petroleum Contracts in Iran” European Online Journal of Natural and 
Social Sciences  Vol.3 No.3, 2014, hal.376 
2 Ibid hal.378 
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enerinya. Kurangnya minat perusahaan minyak internasional dalam kontrak buy 
back semakin diperkuat oleh sanksi internasional terhadap Iran dan oleh situasi di 
Irak pada tahun 2004 dan 2005. Pemerintah Irak dan, khususnya, wilayah Kurdistan 
menawarkan model kontrak yang lebih diinginkan untuk investor. 3 Rintangan ini 
bersama dengan sanksi yang lebih ketat pada industri energi Iran memaksa 
pemerintah Iran untuk merevisi kontrak investasi tersebut. 
Pada 2013, untuk pertama kalinya, Menteri Perminyakan Iran Rostam 
Ghasemi menawarkan kontrak bagi hasil untuk investasi di sektor hulu minyak 
bumi Iran.4 Selama masa Ghasemi, NIOC menawarkan kontrak seperti itu ke 
konsorsium India untuk mengembangkan lading minyak Farzad B, ladang bersama 
dengan Arab Saudi yang terletak di blok eksplorasi Farsi di Teluk Persia. Model 
kontrak baru diberi nama “Iran Petroleum Contract”, IPC. Menurut komite ini, IPC 
menawarkan insentif yang lebih diinginkan oleh negara importir dengan 
keuntungan yang lebih tinggi dan menerapkan biaya yang masuk yang berkolerasi 
dengan resiko yang didaptkan.5 IPC mengusulkan kerjasama antara perusahaan 
minyak Iran dan perusahaan internasional untuk proyek eksplorasi, pengembangan, 
dan produksi. Keterlibatan perusahaan asing dalam proses produksi adalah salah 
satu perbedaan utama antara IPC dan kontrak Buy Back. Sebelumnya, investor 
internasional hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam proyek eksplorasi dan 
pengembangan dan harus meninggalkan lapangan pada saat produksi dimulai. Di 
bawah IPC, perusahaan minyak internasional akan memiliki peran aktif dalam 
                                                          
3 Najmeh Bozorghmer, “Iran offers flexible oil contracts to attract foreign investors.”diakses dari 





proses produksi . Ini adalah pertama kalinya sejak revolusi 1979 bahwa Iran akan 
melibatkan perusahaan minyak internasional dan investor dalam proses produksi.6 
Tabel 5.1 Perbandingan Kontrak Minyak Buy-Back dan IPC 
Buy Back Versus IPC 
Tipe Kontrak Buy Back IPC 









Investasi tidak akan kembali 
jika proyek eksplorasi dan 
pengembangan gagal 
dilaksanakan 
Jika investasi tidak mengarah pada 
eksplorasi dan pengembangan maka 
perusahaan minyak internasional bias 
terlibat dalam proyek lainnya 
Biaya Fleksibelitas Rendah Fleksibelitas Tinggi 
Keuntungan  Terbatas Fleksibel  
Biaya Operasi Tetap Fleksibel 
Sumber: Iran’s Ministry of Petroleum; SVB Energy International, “Iran Upstream Oil and Gas 
Report.” 
Pasca perubahan sistem kontrak tersebut, beberapa perushaan minyak 
internasional kemudian tertarik untuk kembali bekerjasama dengan pemerintah Iran 
di sektor energi. Sepanjang tahun 2016, beberapa perusahan minyak internasional 
mulai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Iran, 
termasuk perusahan Schlumberger Amerika-Belanda, Shell Inggris-Belanda, 




CNPC Cina, Total Perancis, Wintershall Jerman, Saipem Italia, Inpex Jepang, DNO 
Norwegia, dan Gazprom Rusia.7  
Table 1: Daftar Perusahaan Minyak Internasional yang Tertarik pada 










Lukoil  Tidak Ada Ab Teymour / 
Mansouri  
24-Jan  MoU for study  
Total  Tidak Ada South 
Azadegan  
24-Mar  MoU for study  
Wintershall  Tidak Ada Four fields in 
western Iran  
12-Apr  MoU for study  
OMV  Tidak Ada Zagros area  04-May  MoU for study  
Zarubezhneft  Tidak Ada Aban / Paydar 
Gharb  
13-Jul  MoU for study  
Persia Oil and 
Gas  
Tidak Ada North Yaran 
Phase 2  
04-Oct  IPC*  
Persia Oil and 
Gas  
Tidak Ada Koupal EOR  04-Oct  IPC  
Persia Oil and 
Gas  
Tidak Ada Maran EOR  04-Oct  IPC  
Tatneft  Tidak Ada Dehloran  08-Oct  MoU for study  
PGNiG  Tidak Ada Sumar  06-Nov  MoU for study  




Phase 11  
08-Nov  Heads of 
Agreement  
DNO  Tidak Ada Changuleh  16-Nov  MoU for study  
Pergas 
consortium  
Tidak Ada Shadegan / 
Rag-e Sefid  
23-Nov  MoU for study  
Schlumberger  Tidak Ada Shadegan / 
Rag-e Sefid / 
Parsi  
27-Nov  MoU for study  
PTTEP  Tidak Ada Changuleh / 
Balal / 
Dalamperi  
06-Dec  MoU for study  
Shell  Tidak Ada South 
Azedagan/Yad
07-Dec  MoU for study  
                                                          
7 Sara Vakhsouri, “Iran Energy Policy after the Nucleur Deal,” diakses dari 





Gazprom Neft  Tidak Ada Changuleh / 
Cheshmeh 
Khosh  
13-Dec  MoU for study  




22-Dec  Mou for study  
Sumber : Energy Aspects: Middle East and Africa Quarterly, December issue, 2016. 
5.1.2. Memberikan Diskon Terhadap Harga Minyak Bumi Iran 
Dalam menghadapi ancaman pemberlakuan kembali sanksi AS terhadap 
terhadap sektor energinya. Iran telah menawarkan penurunan harga minyak bumi 
untuk pasar Asia dan Eropa. Menawarkan diskon atau menurunkan harga minyak 
bumi adalah salah satu cara termudah dalam menciptakan insentif bagi konsumen 
minyak buminya terutama Chin dan India. Biaya produksi di Iran adalah berkisar 
3-7 dolar per barel, bahkan dengan kisaran harga pasar 40-50 dolar per barel, Iran 
masih memiliki ruang untuk meningkatkan pangsa pasarnya. 8 
Menteri Perminyakan Iran, Bizan Zanganeh dalam laporan yang dilansir 
Bloomberg menyatakan bahwa Pemerintah Iran telah menurunkan harga minyak 
buminya sebesar 0.70-0.90 dolar AS per barel untuk pasar Asia dan 0.50 dolar AS 
per barel untuk pasar minyak bumi Eropa.9 Hal ini membuat harga minyak bumi 
Iran lebih rendah jika dibandingkan harga minyak bumi Arab Saudi. 
Hal ini dilakukan Iran untuk tetap menjaga pasar ekspor minyak buminnya 
pasca ancaman pemberlakuaan kembali sanksi AS di sektor energi. Diskon yang 
                                                          
8 Sara Vakhshouri, “Why Does Iran Resist Oil Price Discounts?” Middle 
East Economic Survey, September 10, 2012. 
9 Agence France-Presse, “Iran Offers Discount Oil To Asia” diakses dari 




ditawarkan ternyata cukup signifikan dalam meningkatkan pasar ekspor minyak 
bumi Iran. Bloomberg melaporkan bahwa, selama enam bulan pasca diskon 
diberlakukan, Iran berhasil mengekspor sekitar 1.7 juta barel minyak per hari ke 
Asia dan jumlahnya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelum 
diskon diberlakukan.10 
5.1.3. Melakukan Barter Minyak Bumi dengan Barang atau Jasa 
Pertukaran atau barter minyak untuk barang dan jasa bisa menjadi cara yang 
efektif bagi Iran untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Sebagai contoh, Iran dapat 
mengambil pinjaman dari bank-bank Cina untuk mengimpor barang-barang 
industri, dan kemudian membayar utangnya ke China dengan minak bumi.11 Iran 
juga dapat menggunakan minyak untuk membayar setiap layanan yang diberikan. 
NIOC telah memiliki pengalaman yang signifikan dengan jenis pertukaran ini 
karena perang delapan tahun Iran dengan Irak, dan ketika negara itu tidak dapat 
mengakses pendapatan minyaknya karena sanksi. Salah satu manfaat dari 
pertukaran minyak untuk barang dan jasa adalah bahwa itu tidak hanya akan 
menciptakan insentif bagi negara asing untuk membeli minyak Iran, tetapi juga 
akan membantu Iran mengimpor apa yang dibutuhkannya tanpa harus 
menggunakan mata uang resmi atau membeli langsung.. 
Pada Januari 2014, di puncak sanksi, Iran menandatangani kesepakatan 
menukar 500 ribu barel per hari minyak bumi dengan barang senilai 20 miliar dolar 
                                                          
10 Ibid 




AS denga Rusia.12 Rusia dapat mengalihkan minyak bumi tersebut ke Belarus dan 
Kazakhstan dan sebagai imbalannya akan mengirimkanbarang militer dan industri 
ke Iran,13 Pada bulan Juni 2015, Bijan Zangeneh mengatakan bahwa Rusia akan 
mulai mengimpor kargo pertama dari perjanjian minyak-barang segera.14 Strategi 
ini dapat membantu Iran mendapatkan kembali bagian dari pangsa pasarnya yang 
hilang di Eropa. Menandatangani kesepakatan oil-for-good atau oil-for-service 
dengan negara lain dapat meningkatkan minat mereka dalam berinvestasi di Iran 
dan dalam pembelian minyak bumi Iran. 
5.2. Membuat Negara Pengimpor Bergantung Secara Fundamental Terhadap 
Minyak Bumi Iran 
Secara umum strategi penyeimbangan hubungan interdepensi menjelaskan 
bahwa dalam hubungan ekspor impor terdapat hubungan saling ketergantungan 
antara sau negara dengan negara yang lain. Hubungan ketergantungan dapat bersifat 
tidak sama rata dengan kata lain terdapat negara yang lebih diuntungkan. Sehingga 
peran masing masing negara dalam kasus ini adalah Iran sebagai negara pengekspor 




5.2.1. Kerjasama Energi Iran dan China  
                                                          
12 Amir Hossein Zamaninia, “Iran’s Oil Diplomacy after the Sanctions,” SHANA, 
http://www.shana.ir/fa/newsagency/246022/  
13 Jonathan Saul dan Parisa Hafezi, “Exclusive: Iran, Russia Negotiating Big Oil-For-Goods 





Seperti banyak negara importir energi lainnya, China telah melakukan 
upaya untuk mengamankan energi untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus 
meningkat. Impor minyak bumi oleh Cina meningkat menjadi 30 persen dari tahun 
1993 hingga 2003 dan, dengan demikian, menjadi importir minyak bumi tebesar 
kedua di dunia setelah Amerika Serikat. China juga mengejar kebijakan untuk 
mendiversifikasi sumber daya energi yang dibutuhkannya.15 Selama dekade 
terakhir, Cina telah mencoba untuk memastikan keamanan energinya dengan 
mengimpor sumber energi dari beberapa wilyayah termasuk Iran. 
Dalam aspek hubungan internasional antara China dan Iran dimulai ketika 
kedua negara tersebut mengalami nasib sejarah yang sama. Adanya kesamaan 
antara kedua negara tersebut sebagai negara korban oleh dominasi kekuatan Barat, 
membuat kedua negara sepakat untuk menggambarkan negara barat terutama 
Amerika Serika sebagai musuh bersama.16 Sedangkan dalam hubungan kemitraan 
ekonomi antara Iran dan China didasari oleh keberlimpahan sumber energi Iran dan 
kebutuhan energi China yang terus meningkat tiap tahunnya.17 Selama beberapa 
tahun terakhir, Cina telah menjadi negara importir minyak dan mitra ekonomi 
terbesar Iran. Sejarah kerjasama energi antara kedua negara dimulai ketika 
perusahaan minyak China (Sinopec dan CNCP) menandatangani perjanjian senilai 
14 milyar US dolar utnuk mengengbankan dan mengekplorasi lading minyak dan 
gas alam Iran di tahun 2002. Kerjasama energi antara kedua negara terus berlanjut 
                                                          
15 Vlado Vivolda dan James Manicom “Oil Import Diversification in Northeast Asia: A 
Comparison Between China and Japan.” Journal of East Asian Studies 11 (2011), hal 223-254 
16 Scott Harold dan Alireza Nader “China and Iran: Economic, Political, and Military Relations.” 
Ocasional Paper. Rand: Center for Middle East Public Policy. 2012, hal. 11 
17 Ibid hal 26 
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bahkan ketika Iran mengalami sanksi internasional.18 Kerjasama energi antara 
kedua negara pasca sanksi internasional dimulai dengan dibentuknya joint oil and 
gas committee untuk mempercepat kerjasama kedua negara dalam bidang energi. 
Selanjutnya pada tahun 2011, China dan Iran sepakat untuk menandatangani 
perjanjian ekspor energi senilai 20 milyar dolar AS dan nilai ekspor energi kedua 
negara telah mencapai lebih dari 100 milyar dolar AS pada tahun 2016.19 Bagi Cina, 
Iran adalah pemasok minyak bumi terbesar keenam, yang menyumbang sekitar 8 
persen impor minyak bumi secara keseluruhan.20 Sedangkan bagi Iran, kerjasama 
energinya dengan China merupakan salah satu strategi dalam menjaga pasar ekspor 
energinya. Hal ini sangat penting dilakukan Iran, mengingat China merupakan 
merupakan satu satunya negara yang tidak menurunkan impor minyak buminya dari 
Iran bahkan setelah sanksi internasional diberlakukan. 
Kerjasama energi dengan China merupakan alternatif bagi Iran dalam 
mencari pasar ekspor energi ditengah krisis permintaan pasca pemberlakuan sanksi 
internasional terhadap sektor energinya. Sehingga pasca pengakatan sanksi 
Internasional kerjasama energi kedua negara dapat diprediksikan akan meningkat, 
namun berdasarkan data yang diperoleh penulis, ternyata kerjasama antara kedua 
negara pasca implementas JCPOA masih sebatas MOU dan belum terealisasikan.  
 
5.2.2. Kerjasama Energi Iran dan India 
                                                          
18 Ibid 
19 Fars News Agency, “China Expects $40bln Trade Exchange with Iran in 2011,” diakses dari 




Selama tahun 2011-2016, India sebagai negara importir minyak bumi Iran 
cenderung tunfuk terhadap sanksi internasional mengutip resolusi. Pemerintah 
India menilai Iran sebagai “pasar kontroversial” istilah yang digunakan oleh banyak 
perusahaan minyak internasional untuk menggambarkan pasar yang beresiko.21 
Bank sentral India kemudian berhenti menggunakan badan regional yang berbasis 
di Teheran untuk menangani transaksi dengan Iran, dan kedua negara sepakat untuk 
menyelesaikan setengah dari pembelian minyak bumi dari Iran 
India mengurangi impor minyak Iran secara substansial setelah sanksi 
internasional degan menurunkan pembelian menjadi 6 persen dari impor minyak 
bumi Iran pada tahun 2013 dan lebih dari 16% pada tahun 2008.22 Namun, sejak 
sanksi dikurangi, impor minyak India dari Iran meningkat hingga 800.000 barel per 
hari pada Juli 2018 atau berada jauh di atas level 2011. Perusahaan-perusahaan 
India mengakhiri atau memperlambat pekerjaan pada investasi di ladang minyak 
dan gas Iran selama sanksi internasional, tetapi dilaporkan kembali bekerja setelah 
sanksi internasional dicabut. Selain itu, India juga dilaporkan telah membayar 
minyak bumi sebesar 6,5 mildar dolar AS untuk minyak bumi yang dibeli selama 
sanksi internasional. Sehingga pasca pengangkatan sanksi internasional kerjasama 
anta kedua negara diharapkan akan meningkat. Namun sama seperti halnya China, 
India dan Iran masih belum memiliki sebuah kerjasama yang signifikan dalam 
bidang energi pasca implementasi JCPOA tahun 2016 
 
                                                          
21 Congressional Research Service (CRS), Op.cit hal.50 





Pada bab terakhir ini merupakan bagian akhir dari analisa yang dilakukan 
oleh penulis. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa penulis ingin melakukan 
penelitian terhadap strategi keamanan energi Iran sebagai negara pengekspor pasca 
implementasi JCPOA pada tahun 2016 dengan menggunakan konsep keamanan 
energi negara pengekspor Mason Willrich. Disini kemudian Willrich menggunakan 
tiga indikator utama yaitu sovereignity over natural resources (kedaulatan atas 
sumber daya energi), guaranteed access to foreign market (jaminan akses pasar luar 
negeri), dan financial security for the investmen made with exports earnings 
(jaminan keamanan fimansial terhadap investasi dan pendapatan ekspor energi). 
Dengan menggunakan konsep tersebut, penulis ingin menjawab rumusan masalah 
dari penelitian berikut yaitu “Bagaimana strategi Iran dalam menjamin keamanan 
energinya pasca pemberlakuan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 
Tahun 2016 ?” 
Sebagai negara pengekspor energi yang bergantung terhadap pendapatan 
ekspor minyak bumi, maka segala sesuatu yang mengancam permintaan energinya 
dapat menjadi ancaman terhadap keamanan energi negara pengekspor, tidak 
terkecuali bagi Iran. Pendapatan dari ekspor minyak bumi Iran tersebut 
berkontribusi terhadap lebih dari 50% pendapatan Iran. Pada tahun 2005, sekitar 
89% pendapatan ekspor dan 25 persen Gross Domestic Product (GDP) Iran berasal 
dari ekspor minyak bumi. Dan pada tahun 2010, pendapatan ekspor minyak bumi 
berkontribusi terhadap lebih dari 60% pendapatan pemerintah dan 80% total 
pendapatan ekspor. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Iran merupakan negara 
yang sangat bergantung terhadap pendapatan ekspor minyak bumi. 
Berdasarkan ketiga indikator yang telah dijelaskan oleh Mason Willrich, 
maka disini kemudian penulis mengimplementasikan bahwa ketidakamanan energi 
Iran pasca implementasi JCPOA tahun 2016 adalah berupa : Terganggunya jaminan 
akses pasar minyak bumi Iran ke Asia dan Uni Eropa akibat ancaman pemberlakuan 
sanksi internasional dan sitem kontrak yang tidak bersahabat. 
Oleh karenanya, Iran melakukan beberapa strategi dalam menjamin 
keamanan energi pasca implementasi Joint Comprehensive Plan Of Action 
(JCPOA) tahun 2016 adalah dengan membuat negara pengimpor energi bergantung 
pada minyak bumi Iran. Untuk dapat membuat negara pengimpor bergantung pada 
minyak bumi Iran, Iran harus berada pada posisi yang sangat kuat (unusual 
strength) yang ditempuh Iran dengan perubahan sistem kontrak investasi minyk 
bumi dari buy back ke sistem kontrak IPC dan memberikan diskon kepada negara 
negara importir energi yang loal terhadap Iran selama sanksi internasiona. 
Selanjutnya dalam menyeimbangkan interdependensi eksopor-impor gas alam Iran 
dengan negara pengimpornya. Strategi Iran adalah dengan bergantung terhadap 
China sebagai negara yang tetap membeli ekspor minyak bumi Iran bahkan selama 
sanksi internasional berlangsung. 
 
Sanksi internasional tahun 2012 merupakan gangguan yang terjadi pada 
sektor minyak bumi Iran menggunakan strategi menyeimbangkan interdepedensi 
ekspor-impor gas alam dengan membangun sistem kontrak baru yang ramah 
terhadap investasi, dengan adanya upaya tersebut, dapat membuat Iran meampu 
mendapatkan pasar ekspor energinya. Selain itu Rusia juga membentuk 
interdepedensi baru dengan negara-negara yang tetap mempertahakna ekspor 
minyak buminya bahkan selama sanksi internasional seperti China dan India. 
Jika dikaitakan dengan studi keamanan, upaya Iran dalam menciptakan pola 
interdependensi tersebut dikatakan sebagai strategi dalam menjamin keamanan 
energi pada negara pengekspor. Hal ini dikarenakan pada fokus yang mengcakup 
pada strategi tersebut yang ditujukan agar keamanan permintaan atas energi Iran 
yaitu minyak bumi tetap berjalan dengan stabil sehingga dapat menjamin 
keberlangsungan perekonomian Iran.  
Melihat pada strategi yang dilakukan oleh Iran dalam menjamin keamanan 
energi, menunjukkan bahwa pasar ekspor minyak bumi menjadi prioritas utama 
Selain menjamin keamanan energi sebagai wujud mengamankan kepentingan 
nasional dengan kedaulatan Iran tersebut. Tampak Iran juga menunjukkan bahwa 
keadaulatan Iran juga menjadi suatu hal yang kokoh dan tetap dapat disesuaikan 
walau dengan sistem yang berbeda, yaitu sistem riberalisasi pasar yang terdapat 
pada negara pengimpor utama seperti China dan Uni Eropa. Hal ini turut 
menjadikan Iran sebagai aktor yang penting dalam sektor energi atas senktor 
minyak bumi pada level regional. Namun ekspektasi jangka panjang yang ingin 
diwujudkan adalah dapat berlaku pada skala internasional.  
 
Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa pola hubungan timbl balik yang terjadi dalam suatu hubungan 
yang bersifat interdependensi memberikan keuntungan pada pihak yang lebih 
digantungkan sekaligus wujud jaminan atas resika yang dapat diminimalisir oleh 
kedua belak pihak. Dengan adanya jaminan atas resiko yang dihadapi bersama 
maka masing-masing pihak berupaya untuk tetap menjaga kestrabilan hubungan 
yang dijalin sehingga tetap dapat tetap berkelanjutan dan memenuhi keutungan 
nasional masing-masing. 
6.2 Saran 
Sanksi internasional yang menjadi krisis permintaan minyak bumi dan akses 
pasar minyak Iran menjadi suatu fenomena yang ada dalam melihat keamanan 
energi setiap negara yang konsep keamanan energi itu sendiri bermacam-macam 
yakni disesuaikan dengan posisi negera tersebut, apakah sebagai negara pengimpor 
atau negara pengekspor. Sehingga pembahasan Willrich mengenai kemanan energi 
pada sudut pandang negara eksportir dapat dijadikan sebagai sumbangsi dalam 
melakukan penelitian terkait keamanan energi. 
Penelitian ini mengambil fenomena pasar ekspor minyak bumi Iran pada 
tahun. Alasan dari penelitian ini dikarenakan hal ini bukan merupaka kali pertama 
terjadi. Bahkan kejadian ini merupakan kejadian yang terburuk dibandingkan yang 
terjadi sebelumnya. Sehingga dapat diteliti mengenai strategi dalam menjamin 
keamanan energi dengan fokus pada sudut pandang pengekspor. Dengan jenis 
penelitian deskriptif, maka pada penelitian selanjutnya dapat mengembangakn 
penelitian ini yang dijelaskan secara deskriptif. Sehingga dapat menambah 
pengayaan konsep keamanan energi yang dijelaskan dengan konsep lainnya.  
Isu keamanan energi merupakan isu yang penting dikarenakan sebagai 
perpanjangan tangan negara dalam menjamin keberlangsungan negara dalam 
perekonomian. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan energi yang 
semakin meningkat. Mengingat bahwa energi yang dikonsumsi tersebut merupakan 
energi yang tak terbaharukan, penulis memberikan rekomendasi bagi peneliti-
peneliti lainnya untuk meneliti mengenai strategi menjamin keamanan energi yang 





Arshie Ramadanie. 2017. Evolusi Konsep Keamanan Energi” Jurnal Politik 
Internasional Vol.19 No.2 
Athiqah Nur Alami, 2014. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan 
Energi. Jakarta: LIPI Press. 
Asia Pacific Energy Research Center, “A Quest For Energy Security In The 21
st
 
Century: Resources and Constraints” 2007 
Behdad Kiani dkk, 2009. Examining the Hubert Peak of Iran’s Crude Oil: A 
System Dynamics Approach European Journal of Scientific Research Vol.25 
No.3  
Anni Roe, 2013 European Commision’s Antitrust Investigation against Gazprom: 
Implication for the Energy Security of Russia and the European Union”, 
Universitas of Oslo. 
David Ramin Jalivand, 2017 Iranian Energy: A Comeback with Hurdles. The 
Oxford Institute for Energy Studies: Oxford Energy Comment 
Sara Vakhshouri, 2015 Iran Energy Policy After Nucleur Deal. Atlantic Council: 
Global Energy Center. 
Scott Harold dan Alireza Nader 2012 China and Iran: Economic, Political, and 
Military Relations. Ocasional Paper. Rand: Center for Middle East Public 
Policy.  
Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. 
Jakarta: Pustaka LP3ES  
Daniel Yergin, Energy security in the 1990s, Foreign Affairs Journal Vol. 67 No. 
1, Council On Foreign Relationshal, 
International Energy Charter, 2015. Interational Energy Security: Common 
Concept for Energy Producing, Consuming and Transit Countries Hague: 
Energy Charter Secertariat 
Jahangir Amuzegar, 2006. Nuclear Iran: Perils and Prospects” Middle East 
Policy Vol.13 No.2. 
Foad Izadi, Hakimeh Saghaye dan Biria, 2007. A Discourse Analysis of Elite 
American Newspaper Editorials: The Case of Iran Nucleur Program 
Journal of Communication Inquiry Vol.31 No.2 
Mason Willrich,, 1975 Energy and World Politics New York: The Free Press, 
 
Vlado Vivolda dan James Manicom. 2011 Oil Import Diversification in Northeast 





Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Iran, 2011, diakses 
dari https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=IRN  
Observatory of Economic Complexity, “What Does Iran Export?: 2011”, diakses 
dari https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/irn/#Exports 
Nuclear Threat Initiative (NTI), Iran: Nuclear,” diakses dari 
https://www.nti.org/learn/countries/iran/nuclear/ 
Julian Borger, “EU agrees Iran Oil Embargo” diakses dari 
https://www.theguardian.com/world/2012/jan/04/eu-iran-oil-embargo-ban 
Energy Information Administration, “Sanction reduced Iran’s oil exports and 
revenues”, diakses dari 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=11011 
U.S. Department of The Treasury, “Resource Center: Iran Sanction” diakses dari 
https://www.treasury.gov/resourcecenter/faqs/sanctions/pages/faq_iran.aspx 
Nikolaj Werk, “Misunderstanding Rationality: The Failure of Sanctions against 
Iran,” diakses dari http://yalejournal.org/op-ed_post/misunderstanding-
rationality-the- failure-of-sanctions-against-iran/ 
European Commission,”Toward a European Strategy for the Security of Energy 
Supply” diakses dari 
https://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/sites/remea/files/green_paper_energy_supp
ly_en.pdf 
Arms Control Associaton, “Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran,” diakses 
dari https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-
Diplomacy-With-Iran 
Congressional Research Service (CRS), “ CSR Reports: Iran Sanctions” diakses 
dari https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf 
OPEC, “Annual Statistical Bulletin, 2017,” diakses dari 
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publi
cations/ASB2017_13062017.pdf 
Pinsent Mason, “Iran: Oils & Gas Legal Issues,” diakses dari 
https://www.pinsentmasons.com/PDF/2016/iran-oil-and-gas-issues.pdf 
Jennifer Gnana, “Kuwait to Reach Aggrement on shared oil field development 
with Iraq,” diakses dari https://www.thenational.ae/business/energy/kuwait-
to-reach-agreement-on-shared-oil-field-development-with-iraq-1.762802 
Fars News Agency, “China Expects $40bln Trade Exchange with Iran in 2011,” 
diakses dari http://www.payvand.com/news/11/jul/1111.html 
International Energy Agency, “What is Energy Security” diakses dari 
https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/ 
Najmeh Bozorghmer, “Iran offers flexible oil contracts to attract foreign 
investors.”diakses dari https://www.ft.com/content/b2f6bf58-95b2-11e5-
95c7-d47aa298f769 
Agence France-Presse, “Iran Offers Discount Oil To Asia” diakses dari 
https://www.thejakartapost.com/news/2018/08/13/iran-offers-discount-oil-
to-asia-.html pada 17 Desember 2018 
 
 
 
